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ABSTRAK 

 

Shadrah Nur, 2022. Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Kota 

Baru Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh A. Muhibuddin dan Syafri.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan permukiman di Kota Baru Gowa, dan 

merumuskan konsep arahan pemanfaatan lahan pemukiman di Kota Baru Gowa. 

Metode analisis yang digunakan adalan analisis korelasi dan analisis deskriptif 

kuantitatif ini akan menganalisis bagaimana hubungan ketidaksesuaian perubahan 

lahan dengan rencana perubahan lahan dari pedoman rencana Kecamatan 

Pattallassang yang ada. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh jumlah penduduk 

terhadap perubahan pemanfatan lahan pemukiman sangat kuat dimana nilai korelasi 

adalah 0,94. Pengaruh mata pencaharian terhadap perubahan pemanfaatan lahan 

pemukiman (jumlah pemukiman) sangat kuat dimana nilai korelasinya 0,95. 

Pengaruh harga lahan terhadap perubahan pemanfaatan lahan pemukiman (jumlah 

pemukiman) sangat kuat yaitu dilihat dari uji statistik, harga lahan di Kota Baru 

Gowa sangat memberatkan seperti kepemilikan maupun pembeliannya karena adanya 

tingkatan-tingkatan harga. Arahan pemanfaatan lahan pemukiman berdasarkan dari 

hasil survey lapangan maka,perlu dilakukan arahan pemanfaatan fasilitas pendidikan,  

arahan perubahan kawasan perdagangan dan kegiatan ekonomi, arahan penataan 

fasilitas perkantoran, arahan perubahan pemanfaatan lahan pemukiman, arahan 

pengembangan sistem transportasi dan arahan penggunaan lahan konservasi. 

Mekanisme arahan pemanfaatan lahan bertujuan untuk merealisasikan atau 

memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan 

kegiatan pemanfaatan lahan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. 

 

 

Kata Kunci: Perubahan Pemanfaatan Lahan. Permukiman, Kawasan Kota Baru 

Gowa 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

Shadrah Nur, 2022. Analysis of Land Use Changes in the New City Area Gowa 

Regency. Supervisors by A. Muhibuddin and Syafri.  

 

The research aim to know the factors affected of change in the use of residential land 

in the new city Gowa, and formulation the direction concept of use residential land in 

the new city Gowa. Analysis method were correlation analysis and descriptive 

quantitative analysis of the correlation the change of land suitable with the guiding 

of Pattallassang District Plan. The result of research showed that the effect of total 

population toward the change of residential land use is more strong where the 

correlation value as amount 0,94. The effect of livelihood toward the change use of 

residential land (total residential) more strongwhere the value of correlation 0,95. 

the effect of land price toward the change use of residential land (total residential) 

more strong to see from the statistic test or result of interview through questioner, the 

land price of new city Gowa is very burdensome such as the land own or purchase it 

because the rate of price. The direction of residential land use based on field survey 

so required of direction to useful of educational facility, the direction of trading and 

economiy area change, office facility ordering, residential land useful, and 

development of transportation system and consercation land. The mechanism of land 

useful direction to propose of realization or responsibility to related parties in 

applied of land use activity suitable with the direction it. 

 

 

Keywords: The Change of Residential Land Use, New City Area Gowa 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan kesempatan 

bagi manusia menjalani kehidupannya (Rahayu, 2007). Lahan adalah tanah yang 

sudah ada peruntukkannnya dan umumnya ada pemiliknya,   baik perorangan atau 

lembaga (Budiono, 2018). Berdasarkan pada dua pengertian tersebut, maka dapat 

diartikan bahwa lahan merupakan bagian dari ruang merupakan unsur penting 

dalam kehidupan manusia sebagai ruang maupun sumberdaya,  karena sebagian 

besar kehidupan manusia tergantung pada lahan yang dapat dipakai sebagai 

sumber penghidupan, yaitu dengan mencari nafkah melalui usaha tertentu selain 

sebagai pemukiman. Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh 

aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Faktor yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah 

penduduk, sedangkan luas lahannya tetap. Pertambahan penduduk dan 

perkembangan tuntutan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai 

wadah semakin meningkat. 

Keterbatasan lahan dan kebutuhan lahan semakin meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jumlah penduduk dan  kegiatan sosial ekonomi yang 

menyertainya, berdampak pada semakin beragamnya fungsi. Ketersediaan lahan 

yang terbatas menyebabkan dinamika perkembangan kegiatan sehingga terjadi 

kesemerautan penyebaran lahan yang tidak mengikuti arahan rencana tata  ruang 

yang telah ditetapkan. 



 

 

 

Lahan merupakan wadah untuk berkreasi membentuk suatu kebutuhan 

tempat tinggal maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Perubahan lahan terjadi 

karena kesemerautan penyebaran pemukiman maupun sarana dan prasarana, 

bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan semakin meningkat.  

Oleh  karena itu, perubahan pemanfaatan lahan hadir untuk mengefektifkan 

penggunaan lahan yang  semeraut dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Jadi, perubahan pemanfaatan lahan permukiman dilakukan untuk mengefektifkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi dan merencanakan konsep/arahan perubahan 

sehingga jumlah penduduk, kesemerautan maupun masalah lain dapat teratasi. 

Kabupaten Gowa adalah salah  satu kabupaten yang  dimana banyak 

terdapat persaingan antara pemilik dan pengembang lahan. Persaingan terjadi 

untuk mendapatkan lahan yang paling menguntungkan atau ideal sehingga dapat 

mendorong kecenderungan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Perlu 

adanya suatu aturan untuk mengatur dan menyediakan pemanfaatan lahan yang 

jelas demi  kepentingan masyarakat maupun ekonomi daerah Kabupaten Gowa. 

Tetapi, pada   kenyataannya Kabupaten Gowa memiliki aturan-aturan tersebut 

namun pelaksanaan dilapanganlah yang melenceng dengan apa yang telah diatur. 

Maka muncullah kesemerautan dan ketidakpuasan penikmat untuk bermukim, 

masyarakatlah yang menjadi korban dan aturan yang ada tidak berfungsi. 

Ketertarikan kepada Kecamatan Pattallassang, Kota Baru Gowa sebagai 

tempat penelitian, tempat pusat kegiatan masyarakat, Kecamatan Pattallassang 

baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun pendidikan dan sebagai pusat 

aksebilitas untuk daerah sekitar Kecamatan Pattallassang. Namun ada 

permasalahan-permasalahan yang muncul di Kota Baru Gowa dilihat dari 



 

 

 

peruntukan lahan atas keberadaan lahan yang ada maka perubahan pemanfaatan 

lahan pemukiman hadir agar terciptanya kebutuhan masyarakat bermukim yang  

terpenuhi. 

Perubahan penggunaan lahan merupakan bagian dari aktivitas 

pemanfaatan lahan maka permasalahan perubahan lahan baik penggunaan lahan 

maupun pemanfaatan lahan harus dikendalikan untuk bisa mengarahkan lahan 

berdasarkan aturan, karakteristik lahan dan perkembangan perubahan 

pemanfaatan lahan pemukiman di Kota Baru Gowa.. Untuk itu,  sebuah 

perubahan pemanfaatan lahan pemukiman harus memiliki nilai-nilai dan prosedur 

yang jelas guna untuk mendapatkan suatu hasil yang jelas pula. 

Sorotan perencanaan harus memliki tujuan dan jelas, maka dari keadaan 

luas lahan dan keberadaan lahan di Kota Baru Gowa perubahan dilakukan dengan 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lahan. Adanya perubahan 

lahan karena, akibat dari faktor-faktor perubahan lahan yang sangat 

mempengaruhi walupun dasar aturan maupun kebijakan yang telah disediakan 

baik rencana peruntukan lahan Kota Baru Gowa maupun aturan lain yang ada di  

Kecamatan Pattallassang. Dari  sebab hingga menimbulkan akibat tidak terlepas 

dari penglihatan atau tujuan seorang perencanaan dalam merencanakan. 

Kecamatan Pattallassang dilihat dari luas lahan, keberadaan lahandan peruntukan 

lahan terhadap keberadaan jumlah pemukiman, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi sehingga hadirnya perubahan pemanfaatan lahan. Kota Baru 

Gowa merupakan wilayah yang strategis sebagai pusat pertumbuhan kecamatan 

untuk itu, dari faktor-faktor lahan yang mempengaruhi keberadaan jumlah 

pemukiman, saya sebagai peneliti mencoba mencari faktor-faktor yang 



 

 

 

mempengaruhi untuk dijadikan informasi dan pemacahan masalah yang  akan 

direkomendasikan untuk perubahan pemanfaatan lahan pemukiman di Kota Baru 

Gowa. Implementasi dan perubahan lahan yang terjadi di Kota Baru Gowa 

diakibatkan penempatan lahan dan  ketersedian lahan tidak sesuai dengan jumlah 

penduduk dan  keberadaan lahan yang tidak mengikut pada dasar-dasarkebijakan 

maupun pedoman yang ada, bahkan rencana kecamatan yang telah dibuat 

terhadap system arahan tata ruang tidak berjalan. Perencanaan peruntukan lahan 

di Kota Baru Gowa cukup beragam keberadaannya namun banyak mengalami 

kesimpangsiuran dengan rencana tata ruang yang telah dibuat sehingga lahan 

tersebut tidak menimbulkan kepuasan bagi pengembang atau masyarakat yang 

bermukim. Oleh karena itu, dengan implementasi yang  terjadi lahan di  Kota 

Baru Gowa perlu dibuat konsep perencanaan yang sesuai dengan peruntukan 

lahan atau aturan kecamatan dan rencana tata ruang yang telah dibuat dan 

ditetapkan agar bisa menjadi bahan rujukan sehingga masyarakat dapat 

merasakan hasil dari apa yang telah direncanakan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat 

adalah: 

1. Apakah faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perubahan 

pemanfaatan lahan permukiman di  Kota Baru Gowa? 

2. Bagaimana arahan pemanfaatan lahan pemukiman di Kota Baru Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian yang diangkat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari 

rumusan masalah sebagai berikut: 



 

 

 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan 

pemanfaatan lahan permukiman di Kota Baru Gowa.  

2. Untuk merumuskan konsep arahan pemanfaatan lahan pemukiman di Kota 

Baru Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan didapat dalam penelitian ini sebagai  

berikut: 

1. Bidang Akademik 

Terkait dengan bidang akademik Perencanaan Wilayah dan Kota, 

penelitian ini bermanfaat untuk semakin memperdalam pemahaman tentang 

bagaimana hubungan perencanaan wilayah dan kota dengan keberadaan 

permukiman untuk masyarakatnya, yang di dalam penelitian ini yaitu, 

perubahan pemanfaatan lahan pemukiman. 

2. lnstansi Pemerintah 

Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan lahan permukiman, sebagai 

suatu lingkungan bermukim yang selaras dengan latar belakang budaya 

masyarakatnya, jumlah penduduk, harga lahan maupun mata pencaharian. 

3. Masyarakat 

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi tentang keberadaan pemukiman di masyarakat Kota Baru 

Gowa terkait dengan perubahan dan  pemanfaatan lahan pemukiman yang 

ada. 



 

 

 

E. Lingkup Penelitian 

Batasan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perubahan pemanfaatan lahan pemukiman(jumlah pemukiman)yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah penduduk, mata pencaharian dan 

harga lahan dan  tawaran arahan perencanaan yang akan digunakan dalam 

pemanfaatan lahan pemukiman di Kota Baru Gowa. 

 

 

 



 

 

 

BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Pengertian 

1. Permukiman 

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan (UU No. 1  Tahun 

2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).  

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang 

dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang 

memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung 

peri kehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan 

berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun 

permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang). Permukiman adalah tempat atau 

daerah untuk bertempat tinggal dan  menetap (Kamus Tata Ruang). Permukiman 

didalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu: 

a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa 

kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempatt inggal atau lingkungan hunian dan empat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

b. Kawasan  yang  didomisili oleh  lingkungan hunian dengan fungsi utama 

sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan 



 

 

 

dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas 

untuk mendukung peri kehidupan dan penghidupan sehingga fungsi 

permukiman tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna. 

c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap. 

Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang meliputi masalah lapangan 

kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang bukan saja 

mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk melainkan juga 

menyangkut kualitas manusia yang diharapkan pada generasi mendatang 

(Hamid 1981:17). 

Konsep permukiman menurut Daxiadis dalam Soedarsono (1986)  adalah 

sebagai berikut: permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia 

dan tujuannya adalah untuk berusaha hidup secara lebih mudah dan lebih baik 

terutama pada masa kanak-kanak memberi rasa bahagia dan rasa aman (seperti 

diisyaratkan oleh Aristoteles) dan mengandung kesimpulan untuk membangun 

manusia seutuhnya. 

Permukiman menurut Vernor C. Vinch dan Glenn T. Trewartha dalam            

R. Bintaro (1997), menyatakan permukiman tempat kediaman penduduk adalah 

suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, 

dimana mereka membangun rumah-rumah, jalan dan sebagainya guna 

kepentingan mereka. 

Batubara dalam Blaang (1986)  merumuskan bahwa permukiman adalah 

suatu kawasan perumahan yang di tata secara fungsional, ekonomi dan fisik tata 

ruang yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana secara umum dan 

fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan 



 

 

 

sumber daya dan dana,  mengelolah lingkungan yang ada untuk mendukung 

kelangsungan peningkatan mutu kehidupan manusia, memberi rasa aman, tentram 

dan nikmat, nyaman dan sejahtera dalam keserasian dan keseimbangan agar  

berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Permukiman merupakan suatu lingkungan hidup yang berada diluar 

kawasan lindung baik yang  berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal serta tempat kegiatan usaha dan 

kerja yang  mendukung kehidupan dan penghidupan. Hal inilah yang menjadikan 

pada tingkat primer permukiman tempat tinggal. Pada tingkat lebih lanjut, 

permukiman dapat diberi fungsi atau misi sebagai penyangga kawasan fungsional 

serta kawasan produktif lainnya.  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 

1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud 

dengan: 

a. Rumah adalah bangunan yang   berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian 

dan sarana pembinaan keluarga. 

b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana lingkungan. 

c. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 

lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. 



 

 

 

d. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai 

bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan  sarana 

lingkungan yang terstruktur. 

e. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang    

memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

f. Sarana  lingkungan adalah fasilitas penunjang yang bcrfungsi untuk 

menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi. 

2. Lahan 

Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan 

tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola 

penggunaan lahan adalah areal model  atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, 

seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan dan lain-lain. 

Haeruddin (1999:6) dalam Samsir,(2000:4). Menurut Jayadinata J.T. (1999) 

bahwa pengertian lahan berarti tanah yang sudah ada peruntukannya dan 

umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan:     

Tata guna lahan di  kota.  Sebagaimana disebutkan di atas dalam tata guna tanah, 

termasuk juga samudradan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang  

tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh 

manusia. 

Lahan menurut pengertian Hoover, mengartikan lahan sebagai ruang 

(space) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang 

lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah. Lahan 



 

 

 

dan manusia merupakan sumberdaya yang paling besar, karena dari campur 

tangan manusialah lahan yang ada dapat berubah/diubah fungsinya misalnya dari 

lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri. 

3. Perubahan Pemanfaatan Lahan 

Perubahan fungsi lahan atau pergeseran fungsi lahan adalah lahan yang 

mengalami peralihan pemanfaatan misalnya pertanian (kebun campur ke 

peternakan) yang disebabkan oleh perubahan pola pemanfaatan lahan,  faktor lain 

yang mempengaruhi adalah sarana dan  prasarana terhadap perkembangan 

kawasan. Haerudin (1999:77) mengemukakan masalah lahan di Indonesia,yaitu: 

a. Terjadinya kemunduran produktivitas yang tidak disertai usaha konversi 

lahan. 

b. Terjadinya kemunduran produktivitas lahan sebagai akibat penggunaan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan. 

c. Terdesaknya lahan pertanian yang relatif subur oleh jenis penggunaan lahan 

non pertanian di daerah perkotaan. 

Perubahan fungsi lahan adalah lahan yang mengalami alih fungsi, baik 

dari pertanian, non pertanian hutan menjadi pertanian, jasa sebaliknya (Haerudin, 

1999). Dari sisi dampak negatifnya, perubahan pemanfaatan lahan seringkali 

menimbulkan konflik antar pihak yang berkepentingan, yaitu antara investor, 

masyarakat dan pemerintah, antara lain berupa perijinan, ketidaknyamanan yang  

ditimbulkan, penyimpangan kebijakan dan lain-lain. Masyarakat umum adalah 

yang paling sering menderita dampak negatif suatu perubahan fungsi lahan 

perkotaan. Seperti kemacetan lalu lintas, berkurangnya kenyamanan dan privasi 

(Zulkaidi, 1991). 



 

 

 

Dilihat dari sisi positifnya selain bisa mengurangi beban pusat kota (dalam 

menampung aktivitas), banyak perubahan pemanfaatan lahan yang 

menguntungkan dari segi pengembangan kota dan peningkatan pendapatan 

daerah (Winarso dalam Safariah,1999). Mengutip penjelasan Bourne (1982:95), 

bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penggunaan lahan, 

yaitu: perluasan batas kota; peremajaan di pusat kota; perluasan jaringan 

infrastruktur tertutama jaringan transportasi; serta tumbuh dan hilangnya 

pemusatan aktifitas tertentu. Secara keseluruhan perkembangan dan perubahan 

pola tata guna lahan pada kawasan permukiman dan perkotaan berjalan dan    

berkembang secara dinamis dan natural terhadap alam dan dipengaruhi oleh: 

a. Faktor manusia, yang terdiri dari: kebutuhan manusia akan tempat tinggal,  

potensi manusia, finansial, sosial budaya serta teknologi. 

b. Faktor fisik kota, meliputi pusat kegiatan sebagai pusat-pusat pertumbuhan 

kota dan  jaringan transportasi sebagai aksesibilitas kemudahan pencapaian. 

c. Faktor bentang alam yang berupa kemiringan lereng dan ketinggian lahan. 

Anthony J. Catanese (1986:317) mengatakan bahwa dalam perencanaan 

penggunaan lahan sangat dipengaruhi oleh manusia, aktivitas dan lokasi, dimana 

hubungan ketiganya sangat berkaitan, sehingga dapat dianggap sebagai siklus 

perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh dari keterkaitan tersebut yakni 

keunikan sifat lahan akan mendorong pergeseran aktivitas penduduk perkotaan ke 

lahan yang terletak di pinggiran kota yang mulai berkembang, tidak hanyasebagai 

barang produksi tetapi juga sebagai investasi terutama pada lahan-lahan yang 

mempunyai prospek akan menghasilkan keuntungan yang tinggi.  Selanjutnya 

menurut Bintarto (1989:73)  dari hubungan yang  dinamis ini timbul suatu bentuk 



 

 

 

aktivitas yang  menimbul kan perubahan. Perubahan yang   terjadi adalah 

perubahan struktur penggunaan lahan melalui proses perubahan penggunaan 

lahan kota,meliputi: 

a. Perubahan perkembangan (development change),yaitu perubahan yang terjadi 

setempat dengan tidak perlu mengadakan perpindahan, mengingat masih 

adanya ruang, fasilitas dan sumber-sumber setempat. 

b. Perubahan lokasi (locational change), yaitu perubahan yang terjadi pada suatu 

tempat yang   mengakibatkan gejala perpindahan suatu bentuk aktivitas atau 

perpindahan sejumlah penduduk ke daerah lain karena daerah asal tidak 

mampu mengatasi masalah yang timbul dengan sumber dan swadaya yang da. 

c. Perubahan tata laku (behavioral change), yakni perubahan tata laku penduduk 

dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam hal 

restrukturisasi pola aktivitas. 

B. Pola Persebaran Permukiman 

Pola permukiman menunjukkan tempat bermukim manusia dan bertempat 

tinggal menetap dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari-harinya (Subroto,   

1983:176). Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu 

daerah dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan 

lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan 

mengembangkan hidupnya (Martone dan Dwi, 1996).  

Pengertian pola dan  sebaran permukiman memiliki hubungan yang sangat 

erat. Sebaran permukiman membincangkan hal dimana terdapat permukiman dan 

atau tidak terdapat permukiman dalam suatu wilayah, sedangkan pola 

permukiman merupakan sifat sebaran, lebih banyak berkaitan dengan akibat 

faktor-faktor ekonomi, sejarah dan faktor budaya. 



 

 

 

Persebaran adalah menggerombol atau saling menjauhinya antara yang 

satu dengan yang lain, sedangkan permukiman berasal dari kata housing dalam 

bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang 

artinya permukiman menurut Daldjoeni (2016). Kondisi fisik lingkungan 

merupakan faktor penting dalam proses memukimi maupun produk yang berupa 

permukiman (Bockstael, 1996). Pola persebaran permukiman rural lebih banyak 

ditentukan oleh faktor fisik lingkungan dibandingkan pertimbangan- 

pertimbangan sosio ekonomik semata (Knox, 2004).  

Permukiman adalah kawasan perumahan lengkap dengan prasarana 

lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang 

mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai 

lingkungan kehidupan. Pemukiman tersebut juga memberikan ruang gerak 

sumber daya dan pelayanan bagi peningkatan mutu kehidupan serta kecerdasan 

warga penghuni, yang berfungsi sebagai ajang kegiatan kehidupan sosial, budaya 

dan ekonomi. Sumaatmaja (2008) menjelaskan pemukiman pada konsep ini 

adalah bagian dari permukaan bumi yang dihuni manusia yang meliputi pula 

segala prasarana dan sarana yang menunjang kehidupan penduduk yang menjadi 

satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan.  

Menurut Ari dan Antariksa (2015), permukiman merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia karena dalam menjalankan aktifitasnya, manusia 

membutuhkan tempat bernaung dan melindungi dari berbagai macam bahaya 

seperti hujan, dan bahaya lain yang dapat muncul sewaktu-waktu. Dalam memilih 

tempat tinggal, masyarakat tidak selalu terpaku pada kondisi rumah itu sendiri 

tetapi lebih memperhatikan kelengkapan dari fasilitas kegiatan dan sosial 

lingkungan tempat tinggal seta kemudahan aksesibilitasnya.  



 

 

 

Penghuni permukiman dalam melakukan berbagai kegiatan dipengaruhi 

oleh kondisi sosial, ekonomi dan budayanya. Sehingga dari unsur tersebut yang 

akan mempengaruhi menjadi faktor-faktor yang menjadi landasan perkembangan 

permukiman Sumaatmadja (1993) antara lain: pertama, faktor fisik akan 

mempengaruhi perkembangan permukiman karena keberadaan rumah dan 

permukiman tidak akan lepas dari kondisi lahan yang ditempatinya, meliputi 

keadaan tanah, keadaan hidrografi, iklim, morfologi, suumber daya alam. Faktor-

faktor ini membentuk pola perluasan permukiman dan bentuk permukimannya.  

Kedua, faktor sosial di mana karakter dan kondisi sosial penduduk 

dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya. Penduduk perkampungan memiliki 

rasa kebersamaan cukup tinggi. Ketiga, faktor budaya. Pola hidup yang menjadi 

kebiasaan di kampung-kampung yang masih terbawa dalam lingkungan 

kehidupan kota diantaranya dalam menjaga kesehatan lingkungan dan kebersihan.  

Keempat, faktor ekonomi, kemampuan penduduk untuk memiliki tempat 

tinggal dipengaruhi oleh harga lahan, kemampuan daya beli, lapangan 

penghidupan dan transportasi. Dan kelima, faktor kondisi politis suatu negara 

mempengaruhi pertumbuhan permukiman karena keadaan pemerintahan dan 

kenegaraan yang stabil dilengkapi dengan peraturan serta kebijaksanaan 

pemerintah akan menciptakan suasana yang aman dan situasi menguntungkan 

untuk membangun. 

Pola persebaran permukiman, secara jelas dipengaruhi oleh variasi 

penggunaan lahan, kondisi topografi, ketinggian tempat dan faktor aksesibilitas 

daerah kondisi sosial – ekonomi penduduk maupun fasilitas sosial – ekonomi, 

yang dalam perkembangannya akan sangat mempengaruhi pola maupun 



 

 

 

persebaran permukiman di suatu daerah. Pola permukiman menunjukan tempat 

bermukim manusia dan bertempat tinggal menetap dan melakukan 

kegiatan/aktivitas sehari-harinya. Permukiman dapat diartikan sebagai suatu 

tempat (ruang) atau suatu daerah dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup 

bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, 

melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Pengertian pola dan sebaran 

permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Dwi Ari dan 

Antariksa (201) pola permukiman membicaraka persebaran permukiman dengan 

kata lain pola permukiman secara umum merupakan persebaran permukiman.  

Menurut Bintarto (2017) pola permukiman diberbagai daerah tidak sama, 

karena adanya perbedaan dalam susunan bangunan dan jalan – jalan sebagai 

akibat dari keadaan geografis yang berbeda. Ada beberapa bentuk pola 

permukiman antara lain pola memanjang jalan, pola memanjang sungai, pola 

radial, pola tersebar, pola memanjang pantai dan pola memanjang pantai dan 

sejajar jalan kereta api.   

Bintarto (2017) mengatakan bahwa pola permukiman dan agihan 

permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Agihan permukiman 

membicarakan hal dimana terdapat permukiman, dan dimana tidak terdapat dalam 

suatu wilayah, atau dengan pernyataa lain agiha permukiman membicarakan 

tentang lokasi permukiman. Pola permukiman membicarakan sifat agihan 

permukiman, atau susunan agihan permukiman. Pola permukiman ini sangat 

berbeda dengan pengertian pola permukiman yang bertipe atau corak cara 

pemindahan penduduk dari suatu tempat daerah ke daerah lain, yang mencakup 

proses kegiatan penempatan penduduk atau pemindahan penduduk dari 

permukiman asal ke permukiman baru.  



 

 

 

1. Pola persebaran seragam, jika jarak satu lokasi dengan lokasi lain relatif 

sama.  

2. Pola persebaran mengelompok, jika jarak antar lokasi satu dengan lain 

berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat – tempat tertentu.  

3. Pola persebaran acak, jika jarak antar lokasi yang lain tidak teratur.  

Dwi Ari dan Antariksa (2005) membagi kategori pola permukiman 

berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain :  

1. Pola permukiman bentuk memanjang, terdiri dari memanjang sungai, jalan 

dan garis pantai. 

2. Pola permukiman bentuk melingkar. 

3. Pola permukiman bentuk persegi panjang. 

4. Pola permukiman bentuk kubus. 

Menurut Daljoeni (2016) ada tiga jenis konsep ruang:  

1. Absolut : disitu ruang mewujudkan suatu hal (keberadaan) yang pada dirinya 

bersifat khas fisis dan benar-benar empiris.  

2. Nisbi (relatif) : disitu ruang sekedar mewujudkan suatu relasi antara 

peristiwa-peristiwa dan aspek-aspek dari peristiwanya, sehingga terkait oleh 

waktu dan proses.  

3. Relasional : disitu ruang berisi dan mencerminkan dirinya sendiri berupa 

hubungannya dengan obyek-obyek lain.  

Menurut Sumaatmaja (1988) ada tiga jenis analisis keruangan yaitu :  

1. Analisis lokasi : lokasi dalam ruang, dapat dibedakan antara lokasi absolut 

dengan lokasi relatif. Lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah, yaitu 

lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur 

atau berdasar jaringan-jaringan derajat. Lokasi absolut suatu tempat atau suatu 

wilayah, dapat dibaca pada peta.  



 

 

 

Lokasi relatif suatu tempat atau suatu wilayah, yaitu lokasi tempat 

atau wilayah yang bersangkutan berkenaan dengan hubungan tempat atau 

wilayah itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang ada disekitarnya. Jadi 

lokasi relatif ini ditinjau dari posisi suatu tempat atau suatu wilayah terhadap 

kondisi wilayah-wilayah yang ada disekitarnya.  

2. Analisis penyebaran. Untuk mengevaluasi penyebaran keruangan gejala 

geografi, pada sub-pasal ini akan diketengahkan dua konsep. Konsep pertama 

adalah analisis tetangga terdekat dan yang kedua analisis varian distribusi 

keruangan.  

3. Analisis interaksi dan difusi keruangan. Interaksi dan difusi keruangan ini 

tidak hanya terbatas kepada gerak pindah dari manusianya, melainkan juga 

menyangkut barang dan berita yang menyertai tingkah laku manusia. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan 

Apabila melihat kecenderungan perkembangan sekarang ini, terlihat 

bahwa penggunaan lahan selalu dimulai dari wilayah yang lingkungan fisiknya 

paling baik. Setelah wilayah tersebut habis dimanfaatkan, baru kemudian 

bergerak ke wilayah margin (Barlowe, 1995:33). Lebih lanjut dikatakan oleh  

Silalahi, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap 

penggunaan lahan dapat disebutkan secara berurutan adalah faktor institusi? 

Hukum pertanahan, faktor fisik, faktor ekonomi dan faktor kependudukan. 

Berbeda yang dikemukakan oleh Barlowe (1995:33) bahwa faktor fisiklah yang 

merupakan faktor penentu utama yang paling berpengaruh terhadap 

perkembangan penggunaan lahan disamping faktor ekonomi dan penduduk. 

Penggunaan lahan juga ditentukan pula oleh keadaan topografi, kemampuan dan 



 

 

 

kesesuaian lahan serta tekanan penduduk.  Tanah  yang   subur lebih banyak 

digunakan untuk pertanian, biasanya berpenduduk padat Soerianegara. Sementara 

Sandy (1997:75) mengatakan bahwa penggunaan lahan semakin meningkat 

bersamaan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. 

Sitorus juga mengemukakan bahwa faktor sosial ekonomi akan menjadi 

lebih penting pada saat akan menentukan penggunaan lahan optimum. Faktor-

faktor sosial ekonomi tersebut meliputi letak lahan dalam hubungannya dengan 

lokasi pasar,  transportasi, pemukiman dan  aktifitas manusia lainnya. Di samping 

itu Pakpahan (1996:52) mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan 

faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan penggunaan lahan. 

Perubahan pemanfaatan lahan pada dasarnya merupakan gejala yang 

normal sesuai dengan proses  perkembangan dan pengembangan kota.  Dari dua 

tipe dasar pengembangan kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi Doxiadis, 

yang berkaitan langsung dengan perubahan pemanfaatan lahan dalam konteks ini 

adalah tranformasi. Transformasi adalah perubahan terus menerus dengan 

pemukiman kota dan pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi 

bagi penghuninya. Doxiadis transformasi adalah proses yang sangat normal 

karena merupakan bentuk pengembangan yang lebih umum dibandingkan dengan 

perluasan. 

Perluasan hanya satu kali, sementara transformasi dapat terjadi berulang 

kali. Selanjutnya Ibrahim Syahrul mengemukakan bahwa perubahan penggunaan 

lahan dapat diukur dengan menggunakan 3 kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria Fungsi Lahan 

Kriteria fungsi lahan berkaitan dengan jenis pengunaan lahan yang diarahkan 

oleh rencana kota. Perubahan penggunaan lahan dalam kriteria ini adalah 



 

 

 

perubahan dimana penggunaan lahan yang baru tidak sesuai dengan arahan 

penggunaan lahan berdasarkan rencana kota yang telah ditetapkan sebagai 

contoh apabila kegiatan perdagangan (atau kegiatan lain non pemukiman) 

dikembangkan pada lokasi yang direncanakan sebagai fungsi lahan 

pemukiman, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan perubahan 

penggunaan lahan kota. 

2. Kriteria lntensitas Penggunaan Lahan 

Kriteria ini berkaitan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  maksimum 

dan/atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  maksimum yang diarahkan oleh 

rencana kota yang telah ditetapkan.  Perubahan penggunaan lahan dalam 

kriteria ini adalah perubahan dimana penggunaan lahan yang baru melebihi 

KDB maksimum dan/atau KLB maksimum arahkan rencana kota yang telah 

ditetapkan. 

3. Kriteria Teknis Bangunan 

Kriteria ini berkaitan dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB) minimum yang 

diarahkan oleh rencana kota yang telah ditetapkan. Perubahan penggunaan 

lahan dalam kriteria ini adalah perubahan dimana penggunaan lahan yang  

baru memiliki GSB  kurang dari GSB minimum  yang diarahkan oleh rencana 

kota yang telah ditetapkan. 

Menurut Yudohusodo (1991:85) beberapa faktor yang berpengaruh pada 

pembangunan perumahan dan permukiman saat ini, diantaranya adalah faktor-

faktor yang menyangkut masalah kependudukan, pertanahan, keterjangkauan, 

daya beli masyarakat (afford ability), perkembangan teknologi dan industri, jasa 



 

 

 

konstruksi, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, swadaya dan 

swakarsa serta peran serta masyarakat dalam pembangunan perumahan dan 

permukiman. 

Faktor-faktor lain yang berpengaruh kepada pembangunan pemukiman 

dan perumahan adalah yang disebabkan oleh perubahan nilai-nilai budaya 

masyarakat. Hal tersebut di kota-kota besar sebagai dampak dari proses 

perubahan masyarakat agraris kemasyarakat modern. Perkembangan dan 

perubahan yang  terjadi pada masyarakat didesa. Kecuali itu masyarakat 

pluralistis, nilai-nilai budayanya akan berbeda dengan perkembangan yang 

berbeda pula. Ditambah dengan pengaruh sosial-ekonomi yang tidak sama, 

masyarakat kota mempunyai ciri yang khas, yaitu bernilai budaya yang beraneka 

ragam. 

Dari banyak pendapat, faktor yang berpengaruh dalam pembangunan 

pemukiman diantaranya kondisi sosial-ekonomi, peningkatan kesejahteraan, 

jumlah penduduk,  mata pencaharian, harga lahan,  kebijakan pemerintahdan   

peningkatan pendidikan. Selain itu faktor lain yang berpengaruh saat ini adalah 

diantaranya masalah kependudukan, pertanahan, keterjangkauan daya beli 

masyarakat, perkembangan teknologi dan lain-lain. Disamping adanya perubahan 

nilai-nilai budaya masyarakat. 

D. Konsep Pola Pemanfaatan Lahan 

Menurut Arsyad (1989), penggunaan lahan adalah segala macam campur 

tangan manusia baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungannya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaanlahan dapat dikelompokkan 

kedalamduakatagori,yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial, termasuk 



 

 

 

didalamnya lahan-lahan untuk perumahan, sekolah,rumah-rumah ibadah, tanah 

lapangan untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan 

(puskesmas/pustu) dan sebagainya yang pada umumnya menyatu dengan 

pemukiman. 

Menurut Martone (1997), perencanaan penggunaan lahan dimaksudkan 

untuk mengetahui pemanfaatan yang paling sesuaiterhadapdayadukunglahanagar 

produktifitasnya tinggi (optimal) tetapi tidak mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. Menurut Silalahi (1992) dalam usaha mendapatkan gambaran secara 

menyeluruh mengenai pola pemanfaatan lahan suatu daerah, langkah pertama 

yang harus ditempuh ialah mengadakan penyederhanaan sebutan dari jenis-jenis 

pemanfaatan lahan yang beraneka ragam itu dengan menyebut klasifikasi 

penggunaan lahan secara sistematis. 

Sitorus (1986) istilah klasifikasi lahan telah digunakan secara luas dalam 

berbagai bidang studi.  Oleh  karena itu istilah tersebut mempunyai beberapa 

perbedaan dalam pengertiannya. Klasifikasi lahan didefinisikan sebagai 

pengaturan-pengaturan satuan lahan kedalam berbagai katagori berdasar sifat-

sifat lahan atau kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan. 

Vink (1986) overlay peta dapat dilakukan secara manual (overlay 

manual), maupun dengan cara digital (overlay GIS). Dikatakan bahwa dalam pola 

penggunaan lahan seperti halnya mendeteksi perubahan pemanfaatan lahan, dua 

metode ini dapat digunakan. Pada metode interprestasi manual dan digital, 

tekanan diberikan pada perubahan penggunaan lahan dan perubahan-perubahan 

tersebut di versifikasi. Metode tersebut langsung diarahkan pada letak perubahan, 

sehingga hasilnya dapat diandalkan. 



 

 

 

Menurut Nambo (1990) mengemukakan berbagai masalah yang dihadapi 

dalam penggunaan lahan di   Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini perlu 

segera diupayakan alternatif pemecahannya. Masalah penggunaan lahan di 

Indonesia yaitu: (1) terjadinya kemunduran produktifitas yang tidak disertai usaha 

konservasi lahan; (2) Terjadinya produktifitas lahan sebagai akibat penggunaan 

lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya;(3)Terdesaknya lahan pertanian 

yang relatif subur oleh penggunaan lahan non pertanian utamanya didaerah 

perkotaan. 

Menurut Sandy (1980) penggunaan lahan hendaknya dilandasi pada  asas-

asas sebagai berikut: penggunaan optimal, pola penggunaan lahan yang 

seimbang, manfaat lestari dimana telah termasuk prioritas kepada jenis-jenis 

penggunaan lahan yang  biasa dialihgunakan dan langkah-langkah pengawasan 

lahan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa para perencanaan harus mengambil 

langkah-langkah yaitu tahapan pertama perencanaan mengumpulkan data lahan 

selengkap mungkin baik dari segi fisik maupun hukum, tahapan kedua 

mengalokasikan lahan untuk berbagai lahan sesuai dengan sasaran kebijakan 

pembangunan dan selanjutnya berusaha mengendalikan perkembangan 

penggunaan lahan. 

Soemarto (1994) selanjutnya proses perubahan pola pemanfaatan lahan 

dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari berbagai 

tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat luas daerah pemukiman dan  

berkurangnya lahan pertanian atas suatu pola pemanfaatan lahan dari suatu area 

permukiman.  



 

 

 

E. Kebijakan Pengembangan Penggunaan Lahan 

1. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang, 

upaya pembangunan perlu ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan  

pengawasan pembangunan yang lebih baik agar seluruh pemikiran dan 

sumberdaya dapat diarahkan secara efektif dan efisien. Salah satu hal pokok 

yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan 

keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang. 

Sejalan dengan upaya penataan ruang tersebut,  Undang-Undang No. 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan pada wilayah disusun 

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan strategi   

pengembangan pola tata ruang yang memuat strategi dan arahan 

kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota. Suatu kegiatan sistem penataan ruang, 

yang digariskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang yang ada, rentang waktu yang diberlakukan di  RTRW yang dijabakan 

kedalam tahapan rencana 5 (lima) Tahunan dan dirinci lagi menjadi satu 

tahunan, khususnya untuk kawasan strategi yang diprioritaskan. Yang  terdiri 

dari tiga tahapan yaitu: Perencanaan, Pemanfaatan Ruang secara terperinci 

yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan 

program-program pembangunan perkotaan, Peninjauan kembali merupakan 

upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu digunakan sebagai dasar 

untuk pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tujuan pembangunan. 

Dalam Pasal 55 dan 57 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang 

penataan ruang digaris petunjuk mengenai pengendalian/pengawasan 



 

 

 

penataan ruang Rencana Tata Ruang sebagai berikut: Bahwa pengendalian 

pemanfaatan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban 

terhadap pemanfaatan ruang; pengawasan terhadap pemanfaatan ruang 

diselenggarakan dalam bentuk pelapor, pemantauan dan evaluasi,   penertiban 

terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang 

diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peratuaran 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nomor 1 Tahun 2011 

Definisi kawasan pemukiman sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1    

ayat 3 dan ayat 4: Ayat ke 3, Kawasan permukiman adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan 

maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan 

penghidupan. Ayat ke 4, lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan 

permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Sedangkan 

tujuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 mengenai penataan perumahan 

dan kawasan pemukiman adalah: 

a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman; 

b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan 

kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR; 



 

 

 

c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; 

d. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman; 

e. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 

f. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan. 

Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman, Pasal 56 ayat 1 dan 2 sebagai 

berikut: 

a. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan 

wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan 

yang mendukung peri kehidupan dan penghidupanyang terencana, 

menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. 

b. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada  ayat 

(1) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang  

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta 

menjamin kepastian bermukim. 

Pasal 57 menjelaskan sebagai berikut: Penyelenggaraan kawasan 

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mencakup lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan pendukung peri kehidupan dan penghidupan di 

perkotaan dan di perdesaan. Pasal 58 menjelaskan mengenai penyelengaraan 

kawasan pemukiman sebagai berikut: 



 

 

 

a. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal57 wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan 

permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. 

b. Arahan pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

1) Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup 

diluar kawasan lindung; 

2) Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian 

perdesaan; 

3) Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan 

pengembangan kawasan perkotaan; 

4) Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan 

pengembangan kawasan perdesaan; 

5) Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; 

6) Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap 

orang; dan 

7) Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan 

permukiman. 

c. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui: 

1) Pengembangan yang telah ada; 

2) Pembangunan baru; atau 

3) Pembangunankembali. 



 

 

 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pengembangan kawasan 

permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Perencanaan Kawasan Permukiman, dijelaskan Pasal 64 sebagai berikut: 

a. Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana 

tata ruang wilayah. 

b. Perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan 

dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi seluruh 

pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. 

c. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan digunakan untuk tempat 

kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka menengah, danjangka 

panjang. 

d. Perencanaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan setiap orang. 

e. Dokumen rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota. 

f. Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup: 

1) Meningkatakan sumber daya perkotaan atau perdesaan; 

2) Mitigasi bencana; dan 

3) Penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

Pemanfaatan Kawasan Permukiman, dijelaskan pada Pasal 76 sebagai 

berikut: 



 

 

 

Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk: 

a. Menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana 

ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah;dan  

b. Mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan 

permukiman. 

Penetapan Lokasi, dijelaskan pada Pasal 98 sebagai berikut: 

a. Penetapan lokasi perumahan dan  permukiman kumuh wajib memenuhi 

persyaratan: 

1) Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata 

ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten/kota; 

2) Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; 

3) Kondisi dan kualitas prasarana,  sarana,   dan utilitas umum yang 

memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; 

4) Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; 

5) Kualitas bangunan;dan 

6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. 

b. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib 

didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dengan melibatkan peran masyarakat. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat(2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan 

daerah. 



 

 

 

Peran masyarakat dijelaskan pada Pasal 131 sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh 

Pemerintah dan pemerintahdaerahdengan melibatkan peran masyarakat. 

b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memberikan masukan dalam: 

1) Menyusun rencana pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman; 

2) Melaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 

3) Pemanfaatan perumahan dan  kawasan permukiman; 

4) Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; 

dan/atau 

5) Pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 

c. Peran  masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

membentuk forum. 

F. Model Manajemen Perubahan Pemanfaatan Lahan 

Menurut Kaiser (Zulkaidi, 1999:113) secara substansif, dalam menangani 

perubahan pemanfaatan lahan, perencana harus berurusan dengan tiga jenis nilai 

lahan yang amat kuat,  yaitu nilai sosial, nilai pasar (ekonomi), dan nilai ekologi 

(fisik). Nilai sosial lahan memandang pemanfaatan lahan sebagai fasilitator pola 

kegiatan dan aspirasi sosial yang diinginkan, sedangkan nilai pasar memandang 

pemanfaatan lahan sebagai media keuntungan real estate. Nilai ekologi 

memandang pemanfaatan lahan sebagai ancaman potensial terhadap lingkungan 

yang harus dikurangi. 



 

 

 

Menurut Kaiser (Zulkaidi, 1999:114), manajemen perubahan pemanfaatan 

lahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah bergantung pada 

kemampuan memadukan pemanfaatan lahan, perubahan lahan dan pandangan 

ekologis lahan ke dalam sistem yang berimbang. Model manajemen perubahan 

pemanfaatan lahan terdiri atas dua model. Model pertama yaitu model dengan 

memasukkan perhatian struktural dari teori-teori ekologi manusia dan  ekonomi 

politik kedalam konsep pemanfaatan lahan. Model ini memandang bahwa 

pengelolaan perubahan pemanfaatan lahan perlu mempertimbangkan kedudukan 

nilai sosial,  nilai pasar,  dan nilai ekologi secara tepat; proporsi yang sama, dan 

keterhubungan yang tepat. Jika tidak ada keterpaduan struktur dari ketiga nilai 

tersebut, maka tidak mungkin menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan melalui 

proses manajemen lahan. Model  kedua adalah musyawarah perencanaan 

(planning discourse)  yang  mengangga perencana pembangunan dapat berhasil 

jika rencana didukung, dipahami dan 'dimiliki'  oleh  masyarakat,  serta diikuti 

dengan program   yang sistematik untuk memastikan rencana yang disepakati 

digunakan dalam pengambilan keputusan operasional. Menurut Kaiser (Zulkaidi, 

1999:114) untuk keberhasilannya maka model ini memerlukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Musyawarah antara masyarakat dengan pengembang yang berorientasi pasar, 

pemerhati manfaat sosial, dan pejabat pemerintah daerah. 

2. Pertukaran informasi,  peranserta,  pengaruh dan usulan secara teratur. Hasil 

musyawarah selanjutnya dituangkan kedalam rencana, kebijaksanaan dan 

tindakan pengembangan. 



 

 

 

G. Pertimbangan Penanganan Perubahan Pemanfaatan Lahan 

Dalam penanganan perubahan pemanfaatan lahan,  campur tangan 

pemerintah ini sedikitnya adalah dalam perlindungan kepentingan masyarakat 

umum; pengaturan kegiatan sektor swasta melalui kendali administratif, insentif 

dan disinsentif; serta faktor produksi (Zulkaidi,1999:120). Beberapa 

pertimbangan dalam penanganan perubahan pemanfaatan lahan dapat didasarkan 

pada prinsip dibawah ini: 

1. Prioritas (Priority) 

Prioritas utama adalah untuk kepentingan umum. Semakin tinggi/luas skala 

kepentingan umum, maka semakin tinggi tingkat prioritasnya. 

2. Penyembuhan (Curative) 

Perubahan pemanfaatan lahan dianalogikan sebagai penyakit pada tubuh 

manusia. Salah satu upaya untuk memperbaikinya adalah dengan metoda 

penyembuhan dan pembedahan.  Salah satu contoh metoda tersebut adalah 

peremajaan kota (urban renewal).  Namun, kadangkala saat penyembuhan 

dilaksanakan, penyakit yang ada telah mencapai tingkat yang sangat parah 

dan berbahaya sehingga sebaik apapun diagnosis persoalan kota, belum ada 

kota yang  dinamisyang terselamatkan dengan metoda ini (Zulkaidi, 

1999:121). 

3. Pencegahan (Preventive) 

Metoda ini memiliki prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. 

Menurut Doxiadis (Zulkaidi, 1999:121), penyembuhan memerlukan 

pengalaman dan  kebijakan yang  lebih tinggi, terutama kemampuan 



 

 

 

meramalkan dan melihat kedepan.Terapi ini dapat mudah dilakukan bila laju 

pertumbuhan kota lambat, sehingga perencanaan seluruh kota relatif 

sederhana dan menampung perubahan yang normal seperti yang diharapkan. 

Metoda ini tidakakan berarti banyak bagi kawasan/kegiatan yang dinamis dan 

tingkat perubahnnya sangat cepat. 

4. Pengembangan (Development) 

Metoda terapi yang paling logis adalah melalui pengembangan, karena selalu 

ada perlawanan dalam metoda penyembuhan dan terlalu sulit untuk 

melakukan pencegahan dalam pertumbuhan permukiman yang     dinamis 

tanpa mengetahui arah perkembangannya (Zulkaidi, 1999:121). Jika kita 

dapat melihat arah perkembangan dan mengetahui terjadinya kesalahan, maka 

kita dapat mengarahkannya menuju tujuan yang tepat. Meskipun metoda ini 

paling tepat, tindakan terapi bisa mencakup metoda penyembuhan,  

pencegahan dan pengembangan sekaligus,yaitu sebagai berikut: 

a. Metoda penyembuhan dan   pembedahan dapat diterapkan untuk 

persoalan yang sifatnya darurat dan segera. 

b. Metoda pencegahan diperlukan untuk menghindari penyebaran persoalan 

atau tekanan pada bagian atau kawasan yang tidak tertulari tetapi mudah 

tertular. 

c. Pengembangan merupakan satu-satunya metoda yang dapat 

menyelamatkan permukiman dalam jangka panjang, membuat metoda 

penyembuhan dan pembedahan tidak diperlukan, dan mengubah metoda 

preventive menjadi alat bantu saja. 



 

 

 

H. Kriteria Arahan Pemanfaatan Lahan 

Berdasarkan penetapan Struktur Tata Ruang, arahan pengembangan 

struktur dan pengembangan fasilitas pelayanan dalam kota, maka kriteria-kriteria 

pemanfaatan lahan dapat ditentukan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan lahan eksisting yang tidak menyimpang dari dasar struktur 

pengembangannya struktur kegiatannya maka guna lahan eksisting ini tetap 

dipertahankan dengan pengaturan penataan lebih lanjut dengan pemanfaatan 

lahan secara optimal. 

2. Potensi daya dukung lahan terutama untuk lahan-lahan kosong yang  belum 

dimanfaatkan secara optimal dimanfaatkan menjadi guna lahan baru yang di 

pandang lebih produktif dan kemungkinan alih fungsi terutama untuk lahan-

lahan yang kurang tepat pemanfaatannya perlu dikaji kemungkinan alih 

fungsinya kepada pemanfaatan lahan yang lebih efektif. 

Konsep peruntukan lahan pada dasarnya merupakan usaha untuk 

menampung berbagai kegiatan/fungsi yang telah,  sedangdan akan             

berkembang dibagian wilayah kota tersebut. Berbagai fungsi/kegiatan tersebut 

adalah: 

1. Permukiman 

2. Perkantoran 

3. Perdagangan dan Jasa 

4. Pendidikan 

5. Daerah Lindung/Konservasi 

6. Jaringan Sistem Transportasi 



 

 

 

Dari berbagai jenis dan macam kegiatan masing-masing memiliki 

persyaratan tertentu untuk pemilihan lokasi, baik untuk kepentingannya sendiri 

maupun hubungan dengan fungsi lain (antarfungsi). Persyaratan tersebut antara 

lain: 

1. Permukiman 

Daerah permukiman cenderung memilih daerah datar dan dekat dengan 

jaringan jalan dan transportasi umum serta fasilitas pelayanan kota. 

2. Perkantoran 

Daerah perkantoran pada lahan relatif datar, bebas genangan, dekat akses 

jalan utama dan cenderung berada ditengah kegiatan lainnya yang berkaitan. 

3. Perdagangan 

Lahan relatif datar, dekat denganakseskejalan-jalanutamakotadan luarkota, 

sehinggamenjaminaruskeluarmasukbarangdandekatdenganfungsi-fungsilain 

yang berkaitan,sepertipergudangan,terminal/ stasiun. 

4. Pendidikan 

Berada pada kawasan yang tenang dan jauh dari gangguan kegiatan yang 

dapat mengurangi semangat maupun mangganggu proses kegiatan belajar-

mengajar. 

5. Daerah Lindung/Konservasi 

Daerah  lindung ini meliputi lindung setempat dan lindung karena daerah di   

bawahnya, yang meliputi garis sempa dan sungai, daerah rawan bencana, 

daerah dengan kelerengan di atas 40% maupun daerah peruntukan untuk 

masyarakat mengelolanya.  

6. Jaringan SistemTransportasi 

Jaringan transportasi untuk menguhubungkan berbagai daerah fungsional dan  

daerah-daerah yang sulitd ijangkau maupun berada didaerah pusat kota. 



 

 

 

I. Penelitian Terdahulu 

1. lwan Kustiwan dan Melani Anugrahani (2000)  melakukan penelitian untuk 

menganalisis faktor-aktor yang mempengaruhi perubahan jenis pemanfaatan 

lahan diwilayah Pengembangan Cibeunying Kota Bandung, dengan judul 

penelitian "Perubahan Pemanfaatan Lahan Perumahan ke Perkantoran: 

lmplikasinya Terhadap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota (Studi Kasus: 

Wilayah Pengembangan Cibeunying Kota Bandung)". Data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. 

Teknik analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa perubahan fungsi lahan di Cibeunying Kota  Bandung  

dipengaruhioleh faktor-faktor yait komunikasi, aksesibilitas, faktor lokasi 

prestisius, lingkungna, daya tarik tapak dan tenaga kerja.  

2. Kustanto Nur Adnan (2000) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan di Daerah 

lstismewa Yogyakarta, dengan judul penelitian "Faktor-faktor yang  

Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Ruang  Kota  di   Yogyakarta:  Studi 

Kasus Kawasan Selatan Kota Yogyakarta". Data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. Adapun teknik 

analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya 

diperoleh kesimpulan bahwa perubahan pemanfaatan lahan kota di 

Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor perkembangan penduduk, 

kesesuaian lahan, aksesibilitas terhadap fasilitas kota dan kebijakan 

pemerintah.  



 

 

 

3. Dwike Wijayanti (2003) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan jenis pemanfaatan lahan dengan 

mengambil daerah penelitian di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 

dengan judul penelitian"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Fungsi 

Lahan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman". Data yang  digunakan 

adalah data primer yang diperoleh secara terstruktur. Sedangkan teknik 

sampling dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa perubahan fungsi lahan di Kecamatan Depok 

dipengaruhi oleh faktor-faktor aksesibilitas/jarak ke jalan utama, jarak ke 

pusat pendidikan dan jarak ke pusat perdagangan.  

4. Tangguh Wicaksono (2011) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-

faktor yang    mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan di kawasan 

Tlogosari Kulon, Semarang, dengan judul penelitian "Analisis Faktor-faktor 

yang mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Perumahan Untuk Tujuan 

Komersil Di Kawasan Tlogosari Kulon, Semarang". Data yang digunakan 

adalah data  primer dan data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan fungsi 

lahan di Kawasan Tlogosari Kulon, Semarang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

aksesibilitas, harga lahan, lingkungan, fasilitas pendukung serta sarana dan 

prasarana.  

 



 

 

 

J. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Kota Baru Gowa Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa. Dengan melalui pertimbangan pemilihan lokasi 

ini karena Kota Baru Gowa terjadi peningkatan jumlah lahan permukiman yang 

memberikan efek atau pengaruh terhadap perubahan pemanfaatan lahan 

permukiman di Kecamatan Pattallassang. Hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya 

jumlah penduduk dari tahun ke tahun, mata pencarian masyarakat yang semakin 

meningkat, harga lahan yang relatif murah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu 

peneliti melakukan penelitian di Kawasan Kota Baru Gowa Kecamatan 

Pattallassang guna untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap 

perubahan pemanfaatan lahan permukiman di Kawasan Kota Baru Gowa 

Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini terkonsentrasi pada lahan permukiman di 

Kota Baru Gowa Kecamatan Pattallassang yang merupakan sasaran 

penelitian. Dengan demikian berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk yang tinggal dan menetap di Kota Baru Gowa 

Kecamatan Pattallassang yang menjadi sasaran lokasi penelitian sebanyak 

19.259 jiwa (Gowa Dalam Angka 2021). 



 

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang ingin diteliti yang ciri-ciri 

dan keberadaannya diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan ciri-

ciri dan keberadaan populasi sebenarnya. Untuk itu teknik penarikan sampel 

diambil secara pooled data, yaitu kombinasi dari data time series dan data 

cross sectional. Data time series dalam penelitian ini yaitu diambil data 

selama lima tahun. Dan data cross sectional yaitu variabel yang dicatat pada 

waktu bersamaan yang terdiri dari jumlah pemukiman, jumlah penduduk, 

mata pencaharian dan harga lahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan parameter untuk mengetahui sejauhmana 

pengaruh jumlah pemukiman terhadap perubahan pemanfaatan lahan pemukiman 

di Kota Baru Gowa Kecamatan Pattallassang.  Penetapan variabel dilakukan 

dengan mencari faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap objek penelitian 

dan variable arahan yang akan ditetapkan. Adapun variabel yang akan diambil 

berdasarkan teori yang digunakan sebagai berikut: 

1. Variabel faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan lahan 

b. Tingkat pendapatan 

c. Jumlah pemukiman (variabel tetap)  

d. Jumlah penduduk (variabel bebas)  

e. Mata pencaharian (variabel bebas)  

f. Harga lahan (variabel bebas) 



 

 

 

2. Variabel arahan pemanfaatan lahan sebagai berikut: 

a. Permukiman 

b. Perkantoran 

c. Perdagangan dan jasa  

d. Pendidikan 

e. Daerah lindung/konservasi 

f. Jaringan sistem transportasi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang  terdiri dari jenis data, sumber data  

dan cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Adapun data primer yang akan diambil adalah: 

1) Kondisi eksisting tata guna lahan Kota Baru Gowa Kecamatan 

Pattallassang 

2) Kondisi eksisiting pemukiman Kota Baru Gowa Kecamatan 

Pattallassang 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder yang akan diambil adalah: 

1) Peta dasar Kota Baru Gowa Kecamatan Pattallassang 

2) Peta tata guna lahan Kota Baru Gowa Kecamatan Pattallassang 

3) Jumlah penduduk Kota Baru Gowa Kecamatan Pattallassang 

4) Jumlah penduduk 5 tahun terakhir 



 

 

 

5) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

6) Jumlah penduduk menurut umur 

7) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

8) Harga lahan 

9) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa 

b. Kantor Kecamatan Pattallassang 

c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Gowa 

3. Cara Memperoleh Data 

Cara-cara yang digunakan dalam memperoleh data adalah wawancara,survey 

instansi, telaah pustaka dan survey lapangan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat 

masyarakat terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan permukiman. 

Sehingga mendapatkan informasi yang akan dikaji. Teknik wawancara 

dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat dimana dengan adanya 

pemukiman sebagai kebutuhan tempat tinggal. 

b. Survey lnstansi 

Pada langkah ini proses pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mendatangi instansi terkait guna memperoleh data-data maupun informasi 

daerah penelitian yang  diperlukan untuk pelengkapan data. 



 

 

 

c. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah cara pengumpulan data informasi dengan jalan 

membaca atau mengambil literatur laporan,  brosur,  majalah, bahan-

bahan seminar dan sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Korelasi 
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Keterangan: 

r = Nilai Korelasi 

x = Variabel Bebas 

N = Jumlah Variabel 

y = Variabel Tetap 
 

Metode analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan pemukiman di Kota Baru 

Gowa, dimana pedoman korelasi antara variabelyangdiuji mengacu pada 

pedoman sebagaiberikut: 

Tabel 3.1 

Koefisien Tingkat Korelasi Variabel yang Berpengaruh 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 

0.200 – 0.399 

0.400 – 0.599 

0.600 – 0.799 

0.800 – 1.000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2005).  

2. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif ini akan menjelaskan bagaimana 

hubungan ketidaksesuaian perubahan lahan dengan rencana perubahan lahan 

dari pedoman rencana Kecamatan Pattallassang yang ada, sehingga dapat 



 

 

 

dijadikan sebagai masukan bagi proses  perubahan lahan dan dibuat konsep 

perubahan lahan yang sesuai dengan keadaan lahan maupun kebutuhan 

masyarakat Kecamatan Pattallassang. 

Maka perlu digunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif untuk 

menyesuaikan dan menjelaskan arahan yang akan ditawarkan dalam 

perubahan pemanfaatan lahan pemukiman. 

F. Defenisi Operasional Variabel 

Untuk memudahkan pengertian tentang penulisan ini, maka perlu kiranya 

memberikan batasan pengertian dalam bentuk definisi operasional variabel yangd 

ipakai sebagai berikut: 

1. Pemukiman adalah tempat hunian atau daerah untuk bertempat tinggal atau 

tempat untuk menetap yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 

lingkungan yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas 

untuk mendukung peri kehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya 

dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

2. Lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan bagi penggunaan 

tertentu yang dinyatakan dalam satuan hektar (Ha). 

3. Pemanfaatan lahan adalah penggunaan lahan secara efektif sesuai dengan 

rencana peruntukannya maupun penataan kembali untuk mengubah 

ketidakefektifan lahan peruntukan sebelumnya. 

4. Perubahan pemanfatan lahan adalah perubahan penggunaan fungsi lahan 

yang terjadi akibat penggunaan fungsi lama yang tidak sesuai dengan 

keadaaan masyarakat dan rencana tata ruang. 

5. Penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau kumpulan 

manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang. 



 

 

 

6. Mata pencaharian adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

atau seseorang sebagai kegiatan sehari-hari guna pemenuhan kebutuhan 

kehidupan dan menjadi pokok pendapatan penghidupan baginya. 

7. Harga lahan adalah penjualan atau penawaranyang dilakukan sesuai dengan 

kondisi keberadaan da nharga jual ditempat tersebut. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

1. Aspek Fisik Dasar 

a. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang berada pada 

posisi strategis karena berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi 

Selatan yaitu Kota Makassar, dimana secara geografis berada pada 120 33’ 

19” - 130  15’ 17” Bujur Timur dan 5  5’ - 5  34’ 7” LS. Luas  wilayah 

Kabupaten Gowa adalah 883,33 km2. 

Adapun batas wilayah Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

- Sebelah Utara adalah Kota Makassar, Bulukumba dan Bantaeng 

- Sebelah Selatan adalah Kabupaten Takalar dan Jeneponto 

- Sebelah Timur adalah Kabupaten Sinjai, Bulukumba,dan Bantaeng 

- Sebelah Barat adalah Kabupaten Takalar dan Kota Makassar 

Dengan demikian, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada Gambar 4.1 

berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gowa 

 

Selanjutnya ditunjukkan luas Kabupaten Gowa menurut kecamatan tahun 

2020 pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Luas Kabupaten Gowa menurut Kecamatan Tahun 2020 
 

No Kecamatan Luas (Km)2 

1 Bontonompo 30,39 

2 Bontonompo Selatan 29,24 

3 Bajeng 60,09 

4 Bajeng Barat 19,04 

5 Pallangga 48,24 

6 Barombong 20,67 

7 SombaOpu 28,09 

8 Bontomarannu 52,63 

9 Pattallassang 84,96 

10 Parangloe 221,26 

11 Manuju 91,90 

12 Tinggimoncong 142,87 

13 Tombolo Pao 251,82 

14 Parigi 132,76 

15 Bungaya 175,53 

16 Bontolempangan 142,46 

17 Tompobulu 132,54 

18 Biring Bulu 218,84 

Jumlah 1.883,33 

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2021.  



 

 

 

b. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Gowa dalam angka tahun 2021 

bahwa keadaan topografi ketinggian/kemiringan yang dirincikan di tiap 

kecamatan sesuai dengan kondisi ketinggian dan kemiringan sesuai dengan 

luas daerah menurut kecamatan bahwa ketinggian antara 1000+ m berada di 

Kecamatan Tinggimoncong dengan luas ketinggian 101,59 Km2, Kecamatan 

Bungaya dengan luas ketinggian 37,49 Km2, Kecamatan Tompobulu berada 

di ketinggian antara ketinggian 25-100 m dengan luas ketinggian 37,08 Km2, 

adapun Kecamatan Parangloe dengan luas ketinggian 48,83 Km2, Kecamatan 

Bontomarannu dengan luas ketinggian 0,13 Km2, sedangkan kemiringan 

tercuram berada di KecamatanTompobulu denganluas kemiringan sebesar 

79,28 Km2atau 40 persen lebih tingkat kemiringannya. Maka untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Ketinggian dan Kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa  

Tahun 2020 

 

No Kecamatan 

Ketinggian (Km2) Kemiringan (Km2) 

0-25 m 
25-100 

m 

500-

1000 m 
1000+ 0-2 2-15 15-40 40+ 

1 Bontonompo 30,39 - - - 28,93 - - - 

2 
Bontonompo 

Selatan 
29,24 - - - - - - - 

3 Bajeng 60,09 - - - 50,31 - - - 

4 Bajeng Barat 19,04 - - - - - - - 

5 Pallangga 48,24 - - - 47,40 - - - 

6 Barombong 20,67 - - - - - - - 

7 SombaOpu 28,09 - - - 28,09 - - - 

8 Bontomarannu 52,50 0,13 - - 24,68 23,42 4,53  

9 Pattallassang - - - - - - - - 

10 Parangloe 51,02 48,83 35,67 - 7,72 56,44 114,50 42,59 

11 Manuju - - - - - - - - 

12 Tinggimoncong - - 34,70 101,59 - 14,60 59,03 69,23 

13 Tombolo Pao - - - - - - - - 

14 Parigi - - - - - - - - 

15 Bungaya - - 94,61 37,49 - 11,57 66,38 58,96 

16 Bontolempangan - - - - - - - - 

17 Tompobulu - 2,73 26,81 37,08 - 12,19 69,56 79,28 

18 Biring Bulu - - - - - 23,42 - - 

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2021 



 

 

 

c. Hidrologi 

Wilayah Kabupaten Gowa banyak terdapat aliran sungai baik yang 

berbentuk kecil, sedang hingga besar. Sungai-sungai tersebut berada di 

beberapa wilayah Kabupaten Gowa. Keberadaan sungai-sungai tersebut 

menjadi nilai ekonomis tersendiri bagi sebuah wilayah baik secara lingkungan 

menjadi nilai indah tersendiri dan adapun Sungai Jeneberang memiliki 

panjang 90 Km, Sungai Kabundukang 60 Km, Sungai Candika 48 Km, sungai 

Malino 45 Km, Sungai Jenelata sepanjang 30 Km dan Sungai Siciniter pendek 

dengan panjang 7 Km. Adapun luas wilayah/daerah yang dilalui adalah 

Sungai Jeneberang dengan luas 881,00 Km2, Sungai Je’nelata seluas 226,00 

Km2, Sungai Pa’bundukang melalui daerah yang cukup luas pula yaitu sekitar 

38,00 Km2, setelah itu sungai Malino 36,00 Km2, sedangkan sungai dengan 

jangkauan luas pengairan terendah adalah Sungai Takapala hanya seluas 6,10 

dan Sungai Lembaya dengan yang sama 6,10Km2,  untuk lebih jelasnya 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Panjang Sungai Utama serta Luas Daerah Alirannya Kabupaten Gowa 

Tahun 2020 

 

No Nama Sungai Panjang Sungai 
Luas Daerah Aliran Sungai 

(Km2) 

1 Jeneberang 90 881,00 

2 Sapaya 21 9,00 

3 Kabundukang 60 38,00 

4 Bikampang 12 6,40 

5 Lembaya 30 6,10 

6 Koccikang 21 4,25 

7 Tanru Rusa 12 15,60 

8 Sicini 7 8,40 

9 BatangKaliki 12 18,50 

10 Takapala 12 6,10 

11 Je’nelata 30 226,00 

12 Pallappakang 19 17,50 

13 Passosokia 23 28,00 

14 Malino 45 36,00 

15 Cadikan 48 36,00 

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2021 



 

 

 

d. Klimatologi 

Kabupaten Gowa memiliki iklim yang cukup bervariasi. Ini 

dimungkinkan karena variasi ketinggian tempat wilayah Kabupaten Gowa 

berkisar dari 0-2,83 m dari permukaan laut. Kondisi tersebut menciptakan tipe 

iklim yang berbeda dimana tipe iklim yang dimiliki yaitu: C2; daerah yang 

dapat ditanami tanaman padi terutama palawija 2 kali dalam setahun dengan 

jumlah air yang cukup tersedia, C3; daerah tersebutdapat ditanami padi secara 

terus menerus dengan jadwal tanam yang tepat sehingga panen jatuh pada saat 

curah hujan kurang, D3; daerah tersebut dapat ditanami padi 1 kali dan 

tanaman palawija 2 kali setahun dengan jumlah air yang tersedia cukup, D4; 

daerah tersebut dapat ditanami tanaman padi 1 kali  dan tanaman palawija 2 

kali dalam setahun dengan jumlah air yang cukup tersedia. Untuk lebih 

jelasnya sebagaimana pada Tabel 4.4.berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Tipe Iklim per Wilayah Kecamatan di Kabupaten Gowa 

 

No Kecamatan 
TipeIklim 

C2 C3 D3 D4 
1 Bajeng - - 379 4,847 
2 Bajeng Barat - - 0 1,905 
3 Barombong - - 2,076 1,076 
4 Biring Bulu 21,010 - - 1,281 
5 Bontolempangan 9,880 - - - 
6 Bontomarannu - - - 5,175 
7 Bontonompo - - - 3,956 
8 Bontonompo Selatan - - - 3,032 
9 Bungaya 8,775 - - 12,783 
10 Manuju 80 - - 9,474 
11 Palangga - - 1,380 3,642 
12 Parangloe - - 0 18,906 
13 Parigi 5,748 - 463 587 
14 Pattallassang - - - 7,575 
15 Sombaopu - - - 2,983 
16 Tinggimoncong 1,241 835 9,819 6,479 
17 Tombolo Pao - 20,716 732 - 
18 Tompobulu 12,769 - - - 

TOTAL 59,502 21,552 14,850 83,728 

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2021 



 

 

 

e. Curah Hujan 

KabupatenGowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan 

musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga 

September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga 

Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelahmelewati 

masa peralihan, yaitu bulan April - Mei dan Oktober - November. Jumlah 

curah hujan di Kabupaten Gowa beragam menurut bulan dan letak wilayah. 

Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos 

pengamatanterjadi pada bulan Januari yang mencapai rata-rata 1.182 mm, 

sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus - September yang bisa 

dikatakan hampir tidak ada hujan. 

f. Kelembaban 

Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan 

tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban udara di Kabupaten 

Gowa relatif bervariasi antara 78,8% sampai 85% tergantung dari lamanya 

penyinaran matahari yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam/hari. 

Kelembaban udara berkisar antara 15 sampai 108 mmhg, kelembaban udara 

tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 

hari, sedangkan kelembaban terendah terjadi pada  bulanJuli dan Agustus 

dengan jumlah hari hujan sebanyak 6 hari. 

g. Kecepatan dan Arah Angin 

Kecepatan angin berkisar antara 41,9 – 72 km/jam dalam keadaan 

normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari 

dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca di Kabupaten 



 

 

 

Gowa cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan. 

Kabupaten Gowa seakan-akan tidak mengenal musim kering yang 

berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman 

dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula. 

2. Geologi 

a. Struktur dan Karakteristik 

Struktur wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari berbagai jenis batuan. 

Gugusan batuan breksi, lava dan konglomerat (Tmcv) ditemukan di sebelah 

Timur (memanjang pada Kecamatan Tompobulu, Bungaya, Manuju, Tombolo 

Pao dan Tinggimoncong). Batuan sedimen Tmc di wilayah Kecamatan Somba 

Opu. Alluvium (Qac) berupa pasir, lempung dan batu gamping koral 

ditemukan di wilayah pantai sekitar Kecamatan Barombong, Pallangga dan 

Bajeng. Sedangkan wilayah dengan batu gamping berada di sepanjang Sungai 

Jeneberang yang ada di Kecamatan Parangloe, Manuju, Bontomarannu dan 

Pattallassang. Dengan batuan seperti itu tanah-tanah di Kabupaten Gowa 

memiliki potensi kesuburan yang bervariasi, dari rendah sampai cukup tinggi. 

b. Potensi Kandungan 

Potensi kandungan dari segi kandungan batuan, umumnya (41,75%) 

tanah-tanah di masing-masing wilayah di KabupatenGowa tergolong tidak 

berbatu (kandungan batuan <3%), agak berbatu 19,84%, dan berbatu 16,02%. 

Sedangkan yang tergolong sangat berbatu ada sekitar 13,09% dan sedikit 

sekali yang tergolong lebih berbatu (sekitar 1,12% dari total lahan atau sekitar 

179,867 ha) yang ada di daerah ini. Lahan dengan kondisi batuan yang relatif 

kecil dengan areal solum yang mayoritas, memungkinkan untuk 

pengembangan berbagai jenis tanaman yang memiliki sistem perakaran yang 



 

 

 

dalam. Demikian juga terhadap kecilnya kendala hambatan pertumbuhan 

tanaman yang disebabkan oleh batuan yang dapat menghambat sistem 

perakaran tanaman.  

Kedalaman tanah dan kelimpahan batuan sangat menentukan 

kesesuaian pemanfaatan lahan untuk usaha pertanian, karena karakter tanah 

ini menentukan perkembangan akar dan ketersediaan air bagi tanaman. 

Sebagai contoh, pada tanah dangkal, apalagi jika berbatu tidak mungkin 

dikembangkan tanaman yang tergolong spesies tumbuh cepat (fast growing 

species) sepertiga Melina dan tanaman berakar dalam lainnya, seperti jatilokal 

dan jambu mete. 

3. Daerah Bencana Alam 

Selain potensi sumberdaya yang dimiliki, Kabupaten Gowa juga 

merupakandaerah yang memiliki wilayah rawan bencana alam meliputi 

seluruh kawasan dataran tinggi yang merupakan kawasan rawan bencana 

(KRB) Gunung Bawakaraeng berupa tanah longsor dan beberapakecamatan 

yang banjir pada kawasan aliran sungai seperti kawasan banjir di Kecamatan 

Pattalassang, Parangloe, Bontomarannu, dan Kecamatan Somba Opu. 

Kawasan potensi longsor relative tinggi tersebar di Kecamatan-kecamatan 

Tinggi Moncong, Parigi, Manuju, Tombolo Pao, Biringbulu dan Bungaya. 

4. Potensi Sumber Daya Manusia 

Potensi sumber daya manusia yang dimiliki tiap wilayah mempunyai 

karakteristik berbeda, semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan pada 

suatu wilayah baik kota maupun desa akan membangkitkan jumlah penduduk 

sehingga kota tersebut menjadi magnet bagi daerah sekitarnya dikarenakan 

urbanisasi yang semakin meningkat. Seyogyanya hal tersebut dapat 



 

 

 

mengantisipasi laju pertumbuhan serta kepadatan penduduk yang tidak 

terkendali, supayadimasa yang akan datang dapat teratasi dan mampu 

dikendalikan. Adapun data mengenai potensi sumberdayamanusia di 

Kabupaten Gowa. 

a. Banyaknya penduduk dirinci menurut luas wilayah dan jumlah 

penduduk 

Berdasarkan data statistik Kabupaten Gowa dalam angka 2021 

menunjukkan Kecamatan Somba Opu memiliki jumlah penduduk yang 

tinggi dengan jumlah 138.842 orang, kemudian disusul Kecamatan 

Pallangga jumlah penduduk terbanyak kedua dengan jumlah 13.417 orang, 

adapun jumlah penduduk terbanyak ketiga adalah Kecamatan Bajeng dengan 

jumlah penduduk sebanyak 66.536 orang, sedangkan jumlah penduduk 

terendah adalah Kecamatan Parigi hanya 14.073 orang. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5  

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan PendudukMenurut 

Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2020 

 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
Jumlah 

Rumah Tangga 
Kepadatan 
Penduduk 

1 Bontonompo 41.818 11112 148.68 
2 Bontonompo Selatan 32.378 7131 109.843 
3 Bajeng 66.536 16274 119.930 
4 Bajeng Barat 26.752 6282 139.911 
5 Pallangga 113.417 25068 265.002 
6 Barombong 42.841 8692 218.636 
7 SombaOpu 138.842 32372 555.742 
8 Bontomarannu 35.820 8257 779.33 
9 Pattallassang 19.259 5603 356.10 

10 Parangloe 17.497 4463 841.9 
11 Manuju 14.151 4008 158.77 
12 Tinggimoncong 22.466 5908 163.31 
13 Tombolo Pao 29.463 6820 118.26 
14 Parigi 14.073 3756 100.10 
15 Bungaya 16.889 4275 953.8 
16 Bontolempangan 18.938 3804 103.76 
17 Tompobulu 31.523 8219 214.22 
18 Biringbulu 35.934 9869 137.42 

Jumlah 718.597 171.913 17.523 

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2021 



 

 

 

b. Banyak penduduk menurut kelompok umur 

Dengan melihat perkembangan penduduk yang terus meningkat dan 

berdasarkan data statistik Kabupaten Gowa dalam angka menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk produktif merupakanjumlah terbanyak dari pihak 

laki-laki antara umur 20-24 sebanyak 31.600 orang, serta perempuan hanya  

31.231 orang, pada umur 25-29 jenis kelamin perempuan mendominasi 

dengan jumlah 30.419orang, laki-laki hanya 28.657orang, kemudian 

kelompok umur 30-34 kembali didominasi oleh perempuan dengan jumlah 

29.472 orang, laki-laki 26.738 orang, kelompokumur 35-39 dengan jumlah 

keseluruhan antara perempuan dan laki-laki adalah 55.856 orang, sedangkan 

angka/umur 0-4 pihak laki-laki mencapai 37.304 orang, dan perempuan 

35.494 orang, serta 5-9 dengan jumlah laki-laki 36.827 orang, dan 

perempuan 35.675 orang, dengan jumlah total 72.502 orang, untuk lebih 

jelas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut; 

Tabel4.6  

Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Golongan Umur dan  

Jenis KelaminTahun 2020 

 

KelompokUmur 
Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 31.451 30.335 61.786 

5 – 9 31.537 29.931 61.468 

10 – 14 35.108 33.398 68.506 

15 – 19 34.433 32.757 67.190 

20 – 24 35.148 33.549 68.697 

25 – 29 33.363 33.522 66.885 

30 – 34 29.347 30.828 60.175 

35 – 39 27.508 29.335 56.843 

40 – 44 26.191 28.069 54.260 

45 – 49 24.118 25.691 49.809 

50 – 54 20.708 21.920 42.628 

55 – 59 17.223 18.321 35.544 

60 – 64 13.021 13.482 26.503 

65 – 69 9.131 10.051 19.182 

70 – 74 5.525 6.362 11.887 

75 + 6.062 8.411 14.473 

Jumlah 379.874 385.962 765.836 

Sumber: Kabupaten Gowa dalam Angka 2021 



 

 

 

Berikut ditunjukkan grafik jumlah penduduk tahun 2020: 

 

 
 

Gambar 4.2 

Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2020 

 

 

B. Gambaran Umum Kecamatan Pattalassang 

Gambaran kondisi fisik dasar suatu wilayah dapat memberikan gambaran 

secara menyeluruh dalam melakukan suatu penelitian,sehingga penelitian yang 

dilakukan dapat berdaya guna. Adapun kondisifisikdasaryang  dimaksud adalah 

letak administrasi, geografis, kemiringan lereng, kondisi hidrologi, kondisi 

klimatologi,  kondisi geologi dan tanah serta iklim dan curah hujan. Dengan 

demikian untuk lebih jelasnya sebagaimana pada pembahasan berikut: 

Secara geografis Kecamatan Pattallassang berada di Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan:  

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros 

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parangloe 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Somba Opu 



 

 

 

Secara administrasi Kecamatan Pattallassang dengan luas 84,96 Km2 

yang meliputi 8 desa yaitu Desa Timbuseng, Desa Sunggumanai, Desa 

Pattalassang, Desa Pallantikang, Desa Paccellekang, Desa Borong Pa’lala, Desa 

Panaikang dan Desa Jenemading.  

Tabel 4.6 

Luas Kecamatan Pattallassang berdasarkan Desa 

 

No. Desa 
Luas Area 

(Km2) 

Persentase 

(%) 

1 Timbuseng 7.11 8.37 

2 Sunggumanai 11.43 13.45 

3 Pattalassang 8.54 10.05 

4 Pallantikang 11.13 13.10 

5 Paccellekang 24.95 29.37 

6 BorongPa’lala 8.40 9.89 

7 Panaikang 5.25 6.18 

8 Jenemading 8.15 9.59 

Jumlahh 84.96 100.00 

Sumber: Kecamatan Pattalassang dalam Angka 2021 (BPS Kab. Gowa) 

 

 

Dengan demikian untuk lebih jelasnya ditunjukkan peta wilayah 

Kecamatan Pattalassang pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.3 

Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa 



 

 

 

C. Gambaran Umum Wilayah Kota Baru Gowa Pattallasang 

1. Orientasi Administrasi Kawasan Kota Baru Gowa Pattallassang 

Kawasan Kota Baru Pattallassang yang akan direncanakan berada di 

persimpangan Rencana Jalan Outer Ring Road Mamminasata dengan 

Rencana Perpanjangan Jalan Abdullah Daeng Sirua Pattallassang, Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kota Baru Pattalasang mempunyai 

luas wilayah dengan luas 1.038 Ha.   

Wilayah studi yang sebagian terletak di Kecamatan Pattallassang ini 

sebagian besar penggunaan lahannya didominasi areal persawahan, ladang 

dan beberapa diantaranya masih ditutupi oleh vegetasi alami, sehingga tidak 

mengeluarkan biaya yang besar untuk pembebasan lahan. Sedangkan 

beberapa diantaranya telah terbangun daerah permukiman. Adapun batasan 

wilayah Kawasan Kota Baru Pattalassang, yaitu:  

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros dan Kota Makassar  

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Makasssar 

- Sebelah Selatan : Desa Palantikang, Desa Pattallassang, dan Desa 

Sunggumanai 

- Sebelah Timur : Kecamatan Parangloe 

Berikut peta administrasi Kawasan Kota Baru Kecamatan Pattalassang: 

 



 

 

 

Gambar 4.4 

Kawasan Kota Baru Kecamatan Pattalassang  

 

2. Fisik Dasar 

Kajian mengenai aspek fisik dasar wilayah Kota Baru Pattallassang 

meliputi kondisi topografi dan kemiringan lereng, kondisi klimatologi, 

kondisi jenis tanah dan tata penggunaan lahan. Berikut ini pembahasan lebih 

lengkapnya.  

a. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan pada kawasan ini secara umum masih didominasi 

oleh penggunaan lahan sawah dan ladang. Untuk lebih lengkapnya pembagian 

untuk masing-masing penggunaan lahan tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.7 

Penggunaan Lahan pada Lokasi Pengembangan Kawasan  

Kota Baru Pattallassang Tahun 2017 

 

Desa 

Eksisting 2017 

Penggunaan Lahan (Ha) 

Permukiman Peribadatan Pendidikan PLB Sawah KC SB LK P&J 
Paccellekang 2.84 0.04 - 44.02 333.32 4.60 - - - 

Panaikang 1.48 0.06 - 35.32 439.55 13.51 - 0.43 0.08 

Jennemadinging 1.61 0.04 0.16 1.47 119.86 2.06 9.75 6.77 0.05 

Jumlah 5.93 0.14 0.16 80.81 892.73 20.17 9.75 7.2 0.13 

Sumber: Data setelah diolah 

 

Keterangan: 

PLB = Pertanian Lahan Basah  

LK  = Lahan Kosong  

KC    = Kebun Campuran 

P&J  = Perdagangan & Jasa  

SB     = Semak Belukar 

 

 

Pada tabel 4.7 menjelaskan penggunaan lahan yang ada pada Kawasan 

Kota Baru Pattallassang untuk penggunaan lahan yang paling luas yaitu 

sawah dengan luas 892.73 Ha dengan jumlah terluas berada pada Desa 

Panaikang dengan jumlah luas 439.55, sedangkan penggunaan lahan yang 



 

 

 

mempunyai luas terkecil yaitu perdagangan dan jasa dengan luas 0.13 Ha dan 

hanya berada di Desa Panaikang dan Desa Je’nemadinging.  

Tabel 4.8 

Penggunaan Lahan pada Lokasi Pengembangan Kawasan  

Kota Baru Pattallassang Tahun 2021 

 

Desa 

Eksisting 2017 

Penggunaan Lahan (Ha) 

Permukiman Peribadatan Pendidikan PLB Sawah KC SB LK P&J 
Paccellekang 3.51 0.04 - 45.02 332.13 4.59 - - 0.16 

Panaikang 3.99 0.09 - 34.99 436.41 13.51 - 0.43 0.15 

Jennemadinging 2.25 0.03 0.19 1.47 119.44 2.06 9.66 6.23 0.14 

Jumlah 9.75 0.18 0.19 81.49 887.98 20.17 9.66 6.66 0.46 

Sumber: Data setelah diolah 

 

Keterangan: 

PLB = Pertanian Lahan Basah  

LK  = Lahan Kosong  

KC    = Kebun Campuran 

P&J  = Perdagangan & Jasa  

SB     = Semak Belukar 

 

 

Pada tabel 4.8 menjelaskan penggunaan lahan yang ada pada Kawasan 

Kota Baru Pattallassang di tahun 2021 untuk penggunaan lahan yang paling 

luas yaitu sawah dengan luas 887.98 Ha untuk luas sawah yang memiliki 

luasan terbesar berada pada Desa Panaikang dengan jumlah 436.41 Ha. 

Sedangkan penggunaan lahan yang mempunyai luas terkecil yaitu peribadatan 

dengan luas 0.18 Ha dan tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kawasan 

Kota Baru. Dibanding tahun 2017 penggunaan lahan sawah berkurang 

dikarenakan perubahan lahan yang ada. 

Dengan masih mendominasinya lahan terbuka di Kawasan Kota Baru 

Pattallassang yaitu sekitar >80% dari total luas Kawasan Kota Baru 

Pattallassang merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan 

kegiatan-kegiatan dan aktivitas di wilayah ini. Selain di dominasi oleh 

penggunaan lahan persawahan dan ladang tersebut juga terdapat penggunaan 



 

 

 

lahan permukiman yang tersebar secara linier di sepanjang jaringan jalan 

eksisting. 

     

Gambar 4.5 

Kondisi Penggunaan Lahan di Kawasan Kota Baru Pattallasang 

 

 
Gambar 4.6 

Peta Kota Baru Pattallassang Kabupaten Gowa 

 

 

b. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Wilayah Perencanaan Kawasan intermoda terpadu ini berada pada 

ketinggian 30 – 50 m di atas permukaan laut dan memiliki sudut kemiringan 

lahan 0-8%. Kemiringan ini dapat dikategorikan sebagai lahan yang 

landai/datar dan merupakan kelebihan tersendiri sehingga daerah ini layak 

untuk dibangun tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk pematangan 

lahan. Dengan kemiringan lereng yang sebagian besar cukup datar tersebut 



 

 

 

kendala pembangunan fisik dapat dikurangi sehingga berdampak pada biaya 

pembangunan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kemiringan 

>8%.   

c. Hidrologi 

Hidrologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Hydrologia yang berarti 

"ilmu air". Hidrologi adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari 

pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus 

hidrologi dan sumberdaya air.  Pada lokasi penelitian kondisi hidrologi 

kawasan tersebut meliputi: 

1) Air permukaana dalah air yang terkumpul di atas tanah atau dimata air, 

sungai, danau, lahan basah, atau laut. Air permukaan berhubungan 

dengan air bawah tanah atau air atmosfer. Air permukaan yang ada di 

Kawasan Kota Baru Pattallassang yaitu sungai. 

2) Air tanah dalam adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

bebatuan dibawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah 

satusumberdaya air selain air sungai dan air hujan. Selain air permukaan, 

sumber air yang dapatdimanfaatkan oleh penduduk di Kawasan Kota 

Baru Pattallassang ini yaitu air tanahdalam. Air tanah dalam yang 

digunakan oleh penduduk di desain berupa sumur, yang didapatkan pada 

kedalaman 5 meter. 

d. Kependudukan 

1) Pertumbuhan jumlah penduduk pada suatu wilayah sangatlah 

mempengaruhi perkembangan kebutuhan lahan, Kawasan Kota Baru 

Pattallassang berdasarkan data BPS Kecamatan Pattallassang 

pertumbuhan penduduknya terus mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut: 



 

 

 

Tabel 4.9 

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Paccellekang 

 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Pertambahan 

(jiwa) 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2011 2,850 -  

2 2012 2,895 45 0.45 

3 2013 2,926 31 0.87 

4 2014 3,026 100 3.42 

5 2015 3,083 57 1.88 

6 2016 3,053 -30 -0.97 

7 2017 3,107 54 1.77 

8 2018 3,201 94 3.03 

9 2019 3,201 0 0.00 

10 2020 3,283 82 2.56 

11 2021 3,327 44 1.34 

Rata-Rata 3,134 45 0.45 

Sumber: Kecamatan Pattallassang dalam Angka Tahun 2021  

               (BPS Kabupaten Gowa) 

 

 

Berikut digambarkan grafik jumlah pertumbuhan penduduk di desa: 
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Gambar 4.7 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Paccellekang 

 

 

Pada Tabel 4.9 dan grafik 4.7 di atas menjelaskan bahwa 

pertambahan penduduk di Desa Paccellekang yang paling tinggi 

berada pada tahun 2010 dan 2015 dengan jumlah pertambahan 100 

jiwa dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2016 dengan 

jumlah 30 jiwa. 

Tabel 4.10 

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Panaikang 



 

 

 

 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Pertambahan 

(jiwa) 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2011 1,946 - - 

2 2012 1,975 29 1.10 

3 2013 1,999 24 1.03 

4 2014 2,162 163 8.15 

5 2015 2,206 44 2.04 

6 2016 2,184 -22 -1.00 

7 2017 2,220 36 1.65 

8 2018 2,287 67 3.02 

9 2019 2,287 0 0.00 

10 2020 2,346 59 2.58 

11 2021 2,377 31 1.32 

Rata-Rata 2,229 42 1.97 

Sumber: Kecamatan Pattallassang dalam Angka Tahun 2021  

               (BPS Kabupaten Gowa) 

 

 

Berikut digambarkan grafik jumlah pertumbuhan penduduk di Desa 

Panaikang: 
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Gambar 4.8 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Panaikang 

 

 

Pada Tabel 4.10 dan grafik 4.8 di atas menjelaskan bahwa 

pertambahan penduduk di Desa Panaikang yang paling tinggi berada 

pada tahun 2010 dan 2013 dengan jumlah pertambahan 163 jiwa dan 

mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2016 dengan jumlah 22 

jiwa. 

Tabel 4.11 

Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Je’nemadinging 



 

 

 

 

No Tahun 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Pertambahan 

(jiwa) 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2011 2.027   

2 2012 2.023 42 1.80 

3 2013 2.107 38 1.60 

4 2014 2.184 77 3.65 

5 2015 2.274 90 4.12 

6 2016 2.206 -68 -2.99 

7 2017 2.243 37 1.68 

8 2018 2.310 67 2.99 

9 2019 2.310 0 0.00 

10 2020 2.372 62 2.68 

11 2021 2.403 31 1.31 

Rata-Rata 2.267 33 1.50 

Sumber: Kecamatan Pattallassang dalam Angka Tahun 2021  

               (BPS Kabupaten Gowa) 
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Gambar 4.9 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Desa Je’nemadinging 

 

 

Pada Tabel 4.13 dan grafik 4.9 di atas menjelaskan bahwa 

pertambahan penduduk di Desa Je’nemadinging yang paling tinggi 

berada pada tahun 2010 dan 2015 dengan jumlah pertambahan 90 jiwa 

dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2016 dengan jumlah 

68 jiwa. 



 

 

 

2) Kepadatan penduduk, hingga akhir tahun 2021 jumlah penduduk di 

kawasan kota baru Pattallassang menunjukkan kenaikan angka yang 

cukup signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik 

menunjukkan kawasan Kota Baru Pattallassang saat ini dihuni 

penduduk kurang lebih 8.107 jiwa, desa yang mempunyai jumlah 

penduduk yang tertinggi berada pada angka tersebut memberikan 

indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang yang akan 

berkembang dimasa yang akan datang.  Jumlah penduduk kawasan 

Kota Baru Pattallassang dapat dilihat pada penjelasan Tabel di bawah 

ini. 

Tabel 4.12 

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kawasan  

Kota Baru Pattallassang 

 

No Kelurahan/Desa 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Luas Wilayah 

(jiwa) 

Kepadatan 

(jiwa/km2) 

1 Paccellekang 3.327 1120.04 2.97 

2 Panaikang 2.377 448.84 5.30 

3 Jennemandinging 2.403 386 6.22 

Jumlah 8.107 1955.39 4.15 

Sumber: Kecamatan Pattallassang dalam Angka Tahun 2021  

               (BPS Kabupaten Gowa) 
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Gambar 4.10 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kawasan  

Kota Baru Pattallassang 



 

 

 

 Dari tabel dan grafik diatas, menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk di kawasan Kota Baru Pattallassang yaitu 8.107 jiwa, 

dengan kepadatan penduduk tertinggi berlokasi di Desa 

Je’nemadinging sebesar 6.22 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan paling 

rendah berada di Desa Paccelekkang dengan kepadatan penduduk 

sebesar 2.97 jiwa/Km². 

3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pada lokasi penelitian 

terdapat jumlah penduduk sebanyak 8.107 jiwa di tahun 2021 dengan 

jumlah penduduk yang paling dominan adalah berjenis kelamin 

perempuanya itu sebanyak 4.082 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit 

adalah jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 4.025 jiwa 

Tabel 4.13 

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kawasan Kota Baru 

Pattallassang menurut Jenis Kelamin 

 

No Kelurahan/Desa 
Laki-laki 

(jiwa) 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah 

(jiwa) 

1 Paccellekang 1.646 1.681 3.327 

2 Panaikang 1.161 1.216 2.377 

3 Jennemandinging 1.218 1.185 2.403 

Jumlah 4.025 4.082 8.107 

Sumber: Kecamatan Pattallassang dalam Angka Tahun 2021  

               (BPS Kabupaten Gowa) 
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Gambar 4.11 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kawasan  

Kota Baru Pattallassang 

 

e. Kondisi Aksesibilitas Kawasan  

Secara umum kawasan ini hingga saat ini dilayani oleh 2 jenis 

jaringan jalan yang menghubungkan titik-titik pada wilayah 

pengembangan kawasan Kota Baru Pattallassang-Moncongloe. 

Aksesibilitas internal tersebut ditandai dengan jaringan jalan yang dapat 

dilalui kendaraan roda 4 dengan jalan-jalan aspal dan sebagian perkerasan 

yang memiliki lebar yang sangat terbatas. Jaringan jalan besar tersebut 

membentuk struktur wilayah yang merupakan tepi batas wilayah 

perencanaan dan membagi wilayah perancanaan menjadi dua bagian 

wilayah. 

Saat ini aksesibilitas menuju kawasan ini sudah cupup mudah 

untuk ditempuh. Hal ini dikarenakan oleh kondisi jaringan jalan yang 

sudah cukup memadai. Ada tiga alternatif jaringan jalan menuju kawasan 

ini, yaitu aksesibilitas kawasan melalui Jalan Hertasning, Jalan Abdullah 

Daeng Sirua dan arah Bandara Maros.  



 

 

 

Walaupun hingga saat ini kawasan ini dapat dilalui melalui tiga 

jaringan jalan, hanya saja kondisi jaringan jalan yang ada masih belum 

memadai untuk menampung jumlah penduduk yang akan diarahkan pada 

kawasan kota baru Pattallassang. Saat ini kondisi jaringan jalan yang ada 

geometrik jalannya hanya berukuran rata-rata 8 meter dengan lapisan 

permukaan sebagian besar berupa aspal dan pada beberapa titik terjadi 

kerusakan permukaan jaringan jalan. 

 

  
 

 
 

Gambar 4.12 

Kondisi Jaringan Jalan dari Jl. Hertasning menuju  

Kawasan Baru Kota Pattallassang 
 

f. Jaringan Jalan 

Sejauh ini jenis infrastruktur yang terdapat pada kawasan ini 

hanyalah berupa jaringan jalan, saluran instalasi PDAM, sistem pengairan 

setengah irigasi. Ketidaktersediaan infrastruktur ini merupakan salah satu 

kendala pengembangan kawasan kota baru Pattallassang karena perlu 

dikembangkan sistem prasarana terpadu yang disesuaikan sesuai 

kebutuhan penduduk yang akan ditampung. 



 

 

 

Tabel 4.14 

Perkembangan Jaringan Jalan di Kawasan Kota Baru Pattallassang  

Tahun 2018 - 2021 

 

No Kelurahan/Desa 
Panjang Jalan (km) 

2018 2019 2020 2021 

1 Paccellekang 11.68 11.68 11.68 12.14 

2 Panaikang 12.97 14.34 15.25 16.17 

3 Jennemadinging 4.69 4.69 4.69 6.86 

Total 29.35 30.72 31.63 35.18 

Sumber: Survey Lapangan, 2021 

 

 

Dari tabel 4.14 penambahan jalan eksisting di kawasan Kota Baru 

Pattallassang dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan,  pada 

tahun  2018 panjang jalan eksisting yang ada 29.35 km setelah 

berjalannya kebijakan sampai sekarang tahun 2021 bertambah menjadi 

35.18 km. Untuk penambahan jalan yang cukup signifikan berada pada 

tahun 2019 ke 2021 dengan jumlah penambahan 3.55 km. 

3. Pemanfaatan Ruang Kota Baru 

Kecamatan Pattallassang berdasarkan pemanfaatan ruang sekarang ini 

memiliki permasalahan yang berhubungan dengan eksisting pemanfaatan 

lahannya baik kawasan pendidikan, perdagangan dan kegiatan ekonomi, jasa, 

perkantoran dan budaya, pemukiman, sistem transportasi dan intensitas 

penggunaan lahan. Dari data jenis penggunaan lahan di Kecamatan 

Pattallassang luas lahan secara keseluruhan 84,96 Km2 dimana pemukiman 

1,67 Km2 atau 72,61%, perkantoran 0,10 Km2 atau 4,35% dan luas lahan 

lainnya atau lahan yang belum dikelola seluas 0,17 Km2 atau 7,39% dan 

jumlah penduduk 8.198 jiwa. Sehingga muncul pertanyaan, apakah lahan 

yang ada mampu menampung atau sudah tersediakah sarana dan prasarana 



 

 

 

maupun transportasi untuk kebutuhan penduduk Kecamatan Pattallassang 

khususnya dan penduduk Kota Baru pada umumnya. Olehnya itu, problem 

yang ada sekarang dengan melihat keadaan penggunaan lahan: pertama, 

kawasan pendidikan belum ada penempatan yang sesuai, kedua kawasan 

perdagangan penempatannya mengakibatkan mengganggu aksesibilitas 

transportasi dan ketiga pemukiman yang penyebarannya semraut. Melihat 

ketiga permasalahan penggunaan lahan di Kota Baru Gowa, maka perlu 

adanya peninjauan kembali berupa arahan maupun pengembangan yang 

bersifat menata guna bisa sebagai pemanfaatan ruang yang bermanfaat dan 

berdayaguna bagi penduduk Kota Baru Gowa khususnya dan pada umumnya 

Kecamatan Pattallassang. 

4. Permukiman 

Permukiman merupakan salah  satu kebutuhan pokok yang harus ada 

dalam melangsungkan hidup dan penghidupan manusia. Sebagai kebutuhan 

hidup maka perlu juga ditunjang dengan adanya berbagai fasilitas yang 

berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai obyek dan subyek pembangunan. 

Berdasarkan data hasil foto udara google 2021 besaran luas penggunaan lahan 

untuk permukiman sebesar 9,75 Ha, disamping penggunaan lahan lainnya. 

5. Mata Pecaharian 

Perkembangan suatu wilayah tidak terlepas dengan adanya mata 

pencaharian masyarakat wilayah setempat dan merupakan salah satu aspek 

yang pasti akan mengalami perubahan maupun masalah yang muncul. 

Perubahan yang terjadi khususnya di wilayah studi dalam hal mata 

pencaharian umumnya dalam lima tahun pengamatan berdasarkan jumlah 



 

 

 

penduduk yang ada di Kota Baru Gowa maka petani,  PNS, pedagang,  

pegawai swasta, wiraswasta, pnsiunan dan pekerja lepas terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

terjadinya hal tersebut tidak lain  disebabkan karena lahan yang sudah 

difungsikan sebagai pengembangan perdagangan dan pemukiman. 

Tabel 4.15 

Jenis Mata Pencaharian di Kota Baru Tahun 2017 - 2021 

 

No Mata Pencaharian 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Petani 824 994 1.040 1.450 1.460 

2 Nelayan 0 0 0 0 5 

3 Pedagang 65 76 89 274 154 

4 Pejabat Negara 0 0 0 0 1 

5 PNS/TNI/Polri 51 58 60 87 82 

6 Pegawai swasta 178 204 231 514 406 

7 Wiraswasta      185 219 266      389 429 

8 Pensiunan 8 9 16 21 23 

9 Pekerja Lepas 498 537 621 1.035      803 

Total 1.809 2.097 2.323 3.770 3.363 

Sumber: Data PK Kecamatan Pattallassang, 2021 

 

 

6. Harga Lahan 

Harga lahan/tanah dalam suatu lokasi bukan hanya ditentukan oleh 

hukum ekonomi yang berlaku yakni hukum permintaan dan penawaran dan 

juga bukan ditentukan oleh  peruntukkan (zoning) dan kelengkapan sarana      

dan prasarana yang dibangun/disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh 

pihak swasta yang berada pada lokasi tersebut. 

Pada wilayah studi persediaan lahan bersifat tetap sedangkan 

permintaan terus bertambah dengan cepat. Pertambahan kebutuhan lahan 



 

 

 

tersebut disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk dan berkembangnya 

berbagai macam pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh penduduk. Dengan 

demikian akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan di Kota Baru Gowa 

yang mengarah pada harga dan nilai lahan serta terjadinya pengalihfungsian 

lahan. 

Harga lahan dalam penelitian ini didapat dari dinas/instansi terkait dan 

melalui wawancara langsung dengan masyarakat setempat, dimana ditentukan 

berdasarkan pada kedekatannya dengan jaringan jalan/kepadatan bangunan 

dan harga lahan yang dijual sendiri oleh masyarakat Kota Baru maupun harga 

lahan di Kota Baru Gowa dilihat berdasarkan lingkungan (Rp/M), untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Harga Lahan di Kota Baru Tahun 2017 - 2021 

 

No Lokasi 
Harga Lahan (Rp/M) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Paccellekang 80.000 100.000 150.000 200.000 250.000 

2 Panaikang 100.000 100.000 200.000 250.000 300.000 

3 Je’nemadinging 80.000 100.000 150.000 150.000 200.000 

Sumber: BPN Kabupaten Gowa 2021 

 

D. Analisis Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Perubahan Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Pattallassang 

a. Analisis Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kabupaten Gowa 

terhadap Kecamatan Pattallassang. 

Perencanaan atau pengembangan suatu wilayah tidak terlepas dari 

adanya Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Umum Tata Ruang wilayah 

bersangkutan. Hal ini dimaksud agar pembangunan yang dilaksanakan tidak 

terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih terhadap fungsi wilayah yang 



 

 

 

direncanakan. Disamping itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

dimaksud untuk tercapai suatu kelancaran dalam hal pelaksanaan 

pembangunan untuk itu diperlukan suatu acuan yang dapat dipedomani dan 

menjadi pegangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian jelas diperlukan 

adanya suatu strategi dan mekanisme pelaksanaan guna mengarahkan dan 

mengatasi berbagai aspek yang mungkin akan timbul. 

Berdasarkan pembagian wilayah Kabupaten Gowa menurut fungsi 

dominan dan fungsi penunjang ditetapkan beberapa kawasan strategi yang 

dapat diandalkan sebagai penunjang pengembangan dan pembangunan 

Kabupaten Gowa sesuai fungsi dan peranan wilayah tersebut. Dengan 

demikian Kecamatan Pattallassang dalam perencanaannya ditempatkan 

sebagai daerah fungsi dominan/utama yaitu: industri, pertanian dan 

permukiman sedangkan fungsi penunjangnya adalah transportasi darat, ruang 

terbuka hijau dan pendidikan. 

Kota Baru Gowa masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gowa dimana diperuntukan sebagai wilayah yang mempunyai 

fungsi sebagai pusat-pusat permukiman dan perdagangan disamping itu juga 

sebagai pusat pendidikan. Dari fungsi kawasan tersebut,  maka seyogyanya 

tetap diperhatikan agar pembangunan yang berjalan tidak menimbulkan 

dampak terhadap penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan di Kota 

Baru Gowa.. 

b. Pengaruh Perubahan Pemanfaaatan Lahan Pemukiman Kota Baru 

Gowa Kecamatan Pattallassang 



 

 

 

Pengaruh perubahan pemanfaatan lahan pemukiman di Kota Baru 

Gowa terjadi karena disebabkan oleh 3 faktor untuk mengetahui seberapa 

besar perubahan yang terjadi, dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk 

Salah satu pengaruh atas perubahan pemanfaatan lahan 

pemukiman adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Kecamatan 

Pattallassang bertambah dari tahun ke tahun berdampak pula pada 

kebutuhan akan lahan untuk permukiman makin meningkat tetapi 

sifatnya terbatas yakni tidak bertambah ataupun berkurang. Jumlah 

penduduk menyebabkan lahan banyak digunakan untuk pemukiman dan 

pembangunan sehingga perubahan lahan setiap tahun terjadi. Maka dari 

itu, faktor jumlah penduduk adalah faktor yang sangat mempengaruhi 

perubahan lahan di Kecamatan Pattallassang. 

Jumlah penduduk dilihat dari lima  tahun terakhir merupakan 

perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah 

penduduk pada tahun sesudahnya. Untuk mengetahui apakah faktor 

jumlah penduduk mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan 

pemukiman atau tidak maka perhitungan statistik dilakukan dengan data 

yang dilampirkan. Lampiran data jumlah penduduk yang diambil dari 

dinas terkait dan pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil hitungan 

diuraikan berdasarkan jumlah penduduk lima tahun terakhir. Untuk lebih 

jelas mengenai pertumbuhan dan jumlah penduduk 5 tahun terakhir lihat 

tabel sebagai berikut: 

 



 

 

 

Tabel 4.17 

Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir di Kecamatan 

Pattallassang 

Tahun 2017 – 2021 Tahun Rata-rata 

 

Perkembangan 
Pertumbuhan Kecamatan (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah Penduduk 8.092 8.107 8.126 8.159 8.198 

Perkembangan 15 19 33 39 0.26 

Persentase 0 0.18 0.23 0.40 0.47 

Sumber: Kantor Kecamatan dan Hasil Perhitungan, 2022 

 

 

2) Mata Pencaharian 

Pada  saat sekarang ini Kota Baru Gowa cenderung mengarah 

pada pergeseran mata pencaharian dari sektor pertanian ke non pertanian. 

Pekerjaan diluar pertanian sudah mulai menjadi tumpuan harapan 

masyarakat Kecamatan Pattallassang karena penyerapan tenaga kerja 

yang tiap tahun terus meningkat tetapi lapangan pekerjaan terbatas 

ditambah dengan adanya teknologi baru di bidang pertanian,     akhirnya 

banyak pekerjaan yang kehilangan mata pencahariannya. Berbagai 

sumber penghasilan yang diperoleh sesuai dengan kemampuannya, 

keterampilan (skill), pengetahuan dan pendidikan seseorang. Sehingga 

muncul masalah kepemilikan lahan ada sebagian keluarga yang 

mempunyai tanah yang sempit dan ada yang tidak mempunyai tanah 

sama sekali, banyak yang bekerja sebagai buruh tania tau petani 

penggarapan bagi desanya sendiri maupun diluar desanya. 

Mata pencaharian dilihat dari pendapatan masyarakatdi Kota Baru 

Gowa maka ada tiga golongan: golongan kelas bawah, kelas menengah 

dan   kelas atas atau berdasarkan cara hidupnya ,corak kehidupan 



 

 

 

penduduk dapat dibedakan atas corak kehidupan penduduk modern  dan 

penduduk tradisional. Penduduk tradisional (sederhana), umumnya 

mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian. Penduduk modern 

(maju), memiliki mata pencaharian yang beragam. Pola kegiatan 

ekonomi penduduk modern  lebih kompleks. Sehingga muncul 

permasalahan atas lahan dikarenakan faktor ekonomi masyakat dilihat 

dari kedua hal yang dijelaskan. Maka dilihat dari data  yang  ada, mata 

pencaharian di Kota Baru Gowa mengalami peningkatan terutama PNS. 

Sehingga masyarakat yang berada di Kota Baru Gowa Kecamatan 

Pattallassang hanya ingin jadi PNS maupun sebagian lagi ingin menjadi 

petani, untuk itu maka perlu dibuka lapangan pekerjaan yang  bisa 

menjadikan masyarakat Kecamatan Pattallassang tidak condong pada 

sektor perkerjaan itu. Untuk lebih jelas mengenai pengaruh mata 

pencaharian terhadap perubahan pemanfaatan lahan pemukiman atau 

jumlah pemukiman di Kota Baru Gowa Kecamatan Pattallassang maka 

akan diuji secara statistik dengan menggunakan analisis korelasi. 

3) Harga Lahan 

Harga lahan di Kota Baru Gowa menurut hasil                 

wawancara mengatakan bahwa harga lahan  sangat berpengaruh terhadap 

tingkat ekonomi maupun mata pencaharian penduduk. Oleh karena itu 

pengaruh harga lahan terhadap perubahan lahan pemukiman sangat 

berpengaruh diakibatkan oleh perkembangan jumlah penduduk maupun 

pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun sosial masyarakat di Kota Baru 

Gowa. 



 

 

 

Untuk lebih memperjelas pengaruh harga lahan terhadap jumlah 

pemukiman di Kota Baru Gowa maka akan dilakukan uji statistik 

menggunakan analisis korelasi dengan data harga lahan lima tahun 

terakhir. Untuk lebih jelas data yang akan digunakan dalam pengujian 

statistik diuraikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Harga Lahan di Kota Baru Tahun 2017 – 2021 

 

No Lokasi 
Harga Lahan (Rp/M) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Paccellekang 80.000 100.000 150.000 200.000 250.000 

2 Panaikang 100.000 100.000 200.000 250.000 300.000 

3 Je’nemadinging 80.000 100.000 150.000 150.000 200.000 

Sumber: BPN Kabupaten Gowa 2021 

 

c. Hasil Uji Korelasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan 

Pemanfaatan Lahan Permukiman 

 

Tingkat perubahan lahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

maka, dilakukan uji  korelasi guna melihat seberapa besar masing-

masing  factor yang mempengaruhi keberadaan jumlah pemukiman. 

Untuk lebih jelas mengenai hasil statistik uji korelasi terlampir pada 

lampiran. 

Berdasarkan hasil uji   statistik atau uji  korelasi terhadap 

beberapa variabel yang dianggap mempunyai pengaruh sangat kuat 

dalam perubahan pemanfaatan lahan dengan melihat nilai korelasi dari 

masing-masing variabel yang  diuji tersebut terlihat bahwa hubungan 

antara variabel tetap (jumlah pemukiman)  dengan variabel bebas 

(jumlah penduduk, mata pencaharian dan harga lahan) menunjukkan 

adanya keterkaitan/mempengaruhi mengingat hasil perhitungan korelasi 



 

 

 

bernilai positif dimana jika nilai korelasinya r = 1 atau mendekati 1   

maka hubungan antara keduanya sangat kuat 

1) Jumlah Penduduk dengan Nilai Korelasi = 0,94 

Pengaruh jumlah penduduk terhadap perubahan pemanfatan lahan 

pemukiman (jumlah pemukiman) sangat kuat dimana 0,94. Oleh karena 

itu, fokus yang harus diberikan terhadap perubahan pemanfaatan lahan 

adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati kepemilikan perubahan 

lahan pemukiman sesuai dengan keadaan sosial masyarakat masing-

masing.  

Harga lahan bukanlah hal yang membuat masyarakat menjadikan 

kebutuhan yang susah atau belum memiliki atas peruntukan atau 

kepemilikan lahan pemukiman maupun yang berhubungan dengan sosial 

kemasyarakatan. Berikut hasil perhitungan korelasi untuk jumlah 

penduduk: 

r = 

 

  
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)161.252.1(067.2515)124.025.655.1(274.012.3315

119.1682.40643.106.95

−•−

−
 

 

  =
174.3246.36

158.523.45215.533.45

•

−
 

 

  = 
56190

057.10


 

 

 = 
726.10

057.10
 

 



 

 

 

 = 0,94 

 

   

 

2) Mata Pencaharian dengan Nilai Korelasi = 0,95 

Pengaruh mata pencaharian terhadap perubahan pemanfaatan 

lahan pemukiman (jumlah pemukiman) sangat kuat dimana 0,95. Dari 

hasil pengujian statistik tersebut, mata pencaharian untuk keberadaan 

perubahan pemanfaatan lahan pemukiman merupakan hal penting yang 

harus di perhatikan dimana kebutuhan masyarakat tergantung dari mata 

pencarian itu sendiri.  

Pengadaan perubahan pemanfaatan lahan pemukiman haruslah 

diikuti dengan melihat mata pencarian masyarakat guna untuk tidak 

menyebabkan terjadinya kemiskinan maupun keuntungan ekonomi bagi 

pihak-pihak yang mata pencaharian jelas. Berikut hasil perhitungan 

korelasi untuk  mata pencaharian: 

r = 

 

  
−•−

−

2222 )()( yynxxn

yxxyn
 

maka: 

 

rxy = 
)161.252.1(067.2515)201.414.4(111.8895

119.1101.2108.4725

−•−

−
 

 

  =
174.3354.31

019.351.2540.360.2

•

−
 

 

  = 
56177

521.9


 

 

 = 
976.9

521.9
 



 

 

 

 

 = 0,95 

 

 

3) Harga Lahan dengan Nilai Korelasi = 0.96 

Pengaruh harga lahan terhadap perubahan pemanfaatan lahan 

pemukiman (jumlah pemukiman) sangat kuat yaitu 0.96. Di lihat dari uji 

statistik, harga lahan sangat memberatkan seperti kepemilikan maupun 

pembeliannya karena adanya tingkatan-tingkatan harga. Maka dari itu 

perubahan pemanfaatan lahan pemukiman (pemerintah) berperan penting 

untuk mengatur agar masyarakat terhindar dari hal itu. Baik pengaturan 

izin membangun pemukiman, sertifikat tanah,  keberadaan pemukiman 

maupun masalah harga.Agar masyarakat terhindar dari ketidakmampuan 

memiliki hunian maupun permasalahan tanah. 

Secara universal dengan melihat hasil perhitungan korelasi di  

atas menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk,mata pencaharian 

dan harga lahan mempunyai keterkaitan yang cukup erat untuk 

perubahan pemanfaatan lahan pemukiman (jumlah pemukiman). Hal ini 

terlihat dari nilai korelasi ketiga variabel tersebut mendekati r = 1 

dimana, variabel harga lahan adalah variabel yang sangat kuat atau lebih 

tinggi pengaruhnya terhadap perubahan pemanfaatan lahan pemukiman.. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan adanya 

penataan dan pengendalian ruang di  Kota Baru Gowa, dengan 

melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat mengeluarkan kebijakan 

guna memberikan arahan pemanfaatan lahan pemukiman khususnya di 



 

 

 

Kota Baru Gowa untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian rencana 

yang dibuat di Kota Baru Gowa dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gowa, sehingga perubahan maupun pemanfaatan lahan dapat 

seefisien dan seefektif mungkin. Berikut hasil perhitungan korelasi untuk 

harga lahan: 

r = 

 

  
−•−

−

2222 )()( yynxxn

yxxyn
 

maka: 

 

rxy = 
)161.252.1(067.2515)000.000.000.490(000.000.750.1035

119.1000.700000.500.1585

−•−

−
 

 

  =
174.3000.000.750.28

000.300.783000.500.792

•

−
 

 

  = 
56558.169

000.200.9


 

 

 = 
617.552.9

000.200.9
 

 

 = 0,96 

 

d. Faktor Lain yang Mempengaruhi 

Faktor lain yang mempengaruhi adalahfaktor-faktor selain ketiga 

faktor yang dikaji seperti aksebilitas, tata letak, tata ruang lbukota 

Kecamatan dan kondisi fisik lahan pemukiman maupun faktor lainnya. 

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan perbandingan, seberapa kuat 

pengaruhnya dengan membandingkan faktor yang dikaji. Namun 

penjelasan perbandingannya bukan dalam bentuk statistik namun dalam 

bentuk deskriptif. Oleh karena itu, faktor perbandingan atau faktor lain 

ini lebih mengutamakan penilaian menurut teori yang digunakan,   



 

 

 

kebutuhan/adanya data dan berdasarkan pada kondisi lapangan di Kota 

Baru Gowa.  

Dengan melihat data  yang ada maka pengaruh jumlah penduduk, 

mata pencaharian dan harga lahan lebih berpengaruh dan memiliki data 

yang lengkap maupun teori yang digunakan setiap penggunaan lahan 

pastilah dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk, ekonomi dan 

pertanahan. Sedangkan faktor-faktor lain masih memerlukan data mentah 

yang sulit didapatkan dan membutuhkan kajian fisik yang lebih 

diutamakan. Sebab faktor lain diangggap tidak terlalu berpengaruh atau 

tidak cukup kuat terhadap perubahan pemanfaatan lahan pemukiman di 

Kota baru Gowa. Sehingga ketiga faktor jumlah penduduk,mata 

pencaharian dan harga lahanlah yang digunakan. 

2. Arahan Perubahan Pemanfaatan Lahan di Kota Baru Gowa 

Untuk mengetahui arahan pemanfaatan ruang dan mekanisme arahan 

pemanfaatan lahan itu sendiri, untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 

a. Arahan Pemanfaatan Lahan 

Pemanfaatan lahan berdasarkan pada kondisi fisik lahan, fungsi 

lahan, potensi lahan dan kemampuan daya dukung/tampung lahan pada  

dasarnya lahan di Kota Baru Gowa adalah lokasi yang perlu di 

manfaatkan sebagai daerah perdagangan dan pemukiman untuk 

dikembangkan.  Untuk daerah tertentu pada dengan topografi datar 

sekitar 95% dan berbukitan 5% diarahkan untuk tetap dijadikan kawasan 

permukiman. Secara umum penyediaan infrastruktur permukiman 

disesuaikan dengan daya tampung, kesesuaian lahan dan jangkauan 

pelayanan untuk daerah-daerah di Kecamatan Pattallassang. Arahan 



 

 

 

pemanfaatan lahannya berdasarkan jenis-jenis pemanfaatan lahannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Arahan Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan 

Pada  saat ini jangkauan pelayanan pendidikan terutama SMP dan  

SMA melayani kebutuhan pendidikan pelayanan untuk Kecamatan 

Pattallassang dan sekitarnya.Pada pemanfaatannya fasilitas pendidikan 

nantinya diharapkan tetap memiliki fungsi pelayanan seperti kondisi 

sekarang. Sesuai dengan fungsi tersebut maka arahan pemanfaatan lahan 

untuk fasilitas pendidikan sebagai fungsi pendidikan yang mempunyai 

aksesibilitas yang mudah dan sarana-prasarana pendukung kegiatan 

pendidikan. Selain itu pemanfaatan fasilitas pendidikan harus tetap 

memperhatikan faktor kondisi fisik dasar, faktor kelestarian lingkungan 

dan tingkat kebisingan.  

2) Arahan Perubahan Pemanfaatan Kawasan Perdagangan dan 

Kegiatan Ekonomi 

Kegiatan perdagangan di Kota Baru memiliki intensitas hubungan 

fungsional yang kuat berkaitan dengan perkembangan ekonomi 

Kecamatan Pattallassang dimana pusat perdagangan berada di 

Kecamatan. Kegiatan ini mempunyai nilai strategis yang tinggi sehingga 

perlu adanya arahan perubahan pemanfaatan kawasan yang tepat. Untuk 

arahan perubahan kawasan perdagangan di Kota Baru, dilakukan 

penataan kawasan perdagangan dengan melihat kondisi lingkungan dan 

sosial masyarakat sehingga dapat mengurangi ketergantungan pelayanan 

pusat kota dan melayani masyarakat di sekitar kecamatan. Dari segi 

lingkungan perlu diperhatikan perubahan keberadaan pasar burung 

terhadap fasilitas-fasilitas disekitarnya agar tidak mengganggu atau 



 

 

 

mengakibatkan kemacetan dari segi aksebilitas danjuga untuk kesehatan 

masyarakat.  

3) Arahan Pemanfaatan Fasilitas Perkantoran 

Sesuai dengan kondisi penggunaan lahan yang ada sekarang 

ini,maka arahan pemanfaatan kawasan perkantoran diarahkan untuk 

berkembang sesuai dengan kecenderungan sekarang yaitu di sekitar 

kecamatan dan sebagian lagi penambahannya kearah di sekitaran Kota 

Baru. Untuk lebih mengurangi biaya maka perlu juga penataannya 

melihat kondisi strategis dan yang sudah terencanakan sebelumnya.  

4) Arahan Perubahan Pemanfaatan Pemukiman 

Arahan perubahan pemanfaatan lahan pemukiman untuk 

menciptakan keserasian lingkungan dengan pengaturan kawasan 

pemukiman yang ada, serta memberikan arahan secara seksama untuk 

penataan pemukiman sesuai dengan persyaratan pemukiman. Kawasan  

pemukiman yang  akan dilakukan perubahan pemanfaatan ini kemudian 

ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, prasarana jalan untuk 

dalam wilayah kota baru, memiliki kawasan terbangun yang lebih luas 

lahannya untuk peruntukan pemukiman. Maka dari itu perubahan 

pemanfaatan lahan pemukiman maupun penataannya lebih diperhatikan 

guna mencegah terjadinya kebakaran maupun hal-hal yang berhubungan 

dengan kecelakaan.  

5) Arahan Pengembangan Sistem Transportasi 

Kepadatan lalu lintas tergantung pada kegiatan yang ada di 

sepanjang jalan. Untuk itu, arahan pengembangan sistem transportasi di 



 

 

 

Kota Baru Gowa terdiri dari beberapa aspek, yaitu rencana penataan 

sarana dan prasarana peristrahatan atau persinggahan alat transportasi 

sebagai asal-tujuan, mendukung terbentuknya struktur ruang sebagai 

penentuan kebijaksanaan manajemen transportasi dan memperlancar 

aksebilitas di Kota Baru Gowa maupun di wilayah sekitarnya. Arahan 

pengembangan sistem transportasi lebih mengarah untuk memperlancar 

aksebilitas dari daerah pelosok atau daerah yang sulit dijangkau ke Kota 

Baru Gowa. Perlu dilakukan peruntukan jalan atau perbaikan guna dapat 

menghubungkan aksebilitas dari Kota Baru Gowa ke daerah-daerah 

pelosok yang sulit dijangkau tersebut. 

6) Arahan Penggunaan Lahan Konservasi 

Daerah arahan penggunaan lahan konservasi di Kota Baru Gowa 

diperuntukan untuk dikelola oleh pemerintah dan masyarakat setempat 

untuk dibangun fasilitas-fasilitas sebagai pelayanan sosial masyarakat 

Kecamatan Pattallassang dan taman.  

b. Mekanisme Arahan Pemanfaatan Lahan 

Mekanisme arahan pemanfaatan lahan bertujuan untuk 

merealisasikan atau memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak 

yang terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan sesuai 

dengan arahan yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaksanaan 

pemanfaatan lahan di  Kota Baru Gowa melibatkan beberapa aktor 

pelaku atau pihak-pihak terkait dalam kegiatan pelaksanaan pemanfaatan 

lahan sebagai berikut: 

1) Pemerintah 

Pemerintah dalam hal ini lebih banyak memberikan arahan dan 

rangsangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penjabaran rencana 



 

 

 

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran atau target 

yang telah ditetapkan. 

2) Swasta 

Swasta merupakan mitra pendukung pelaksanaan pemanfaatan 

lahan. Oleh karena itu didalam mekanisme pelaksanaan pemanfaatan 

lahan swasta merupakan partner utama pelaku perubahan dalam 

penyediaan alokasi dana, ini dimungkinkan akibat terbatasnya dana yang 

bersumber dari pemerintah yang  mengakibatkan sektor pemanfaatan 

yang bersifat prioritas tidak dapat dibebankan secara keseluruhan. Wujud 

kegiatan yang bersumber dari swasta dilakukan dalam bentuk pola 

kemitraan terhadap jenis usaha masyarakat yang  telah berkembang dan 

belum memiliki siklus pemasaran yang tetap. 

3) Masyarakat 

Wujud dari partisipasi yang  dapat dilakukan masyarakat adalah 

untuk bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta dalam hal 

perencanaan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan bersama pula. 

 

 



 

 

 

BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, teori yang digunakan, 

metodologi penelitian yang  direncanakan maupun hasil yang dirumuskan maka 

didapat kesimpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan lahan 

pemukiman di Kota Baru Gowa adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah Penduduk 

Pengaruh jumlah penduduk terhadap perubahan pemanfatan lahan 

pemukiman (jumlah pemukiman) sangat kuat dimana nilai korelasi adalah 

0,94. Oleh karena itu, fokus yang harus diberikan terhadap perubahan 

pemanfaatan lahan adalah bagaimana masyarakat Kota Baru Gowa bisa 

menikmati kepemilikan perubahan lahan pemukiman sesuai dengan 

keadaan sosial masyarakat masing-masing.   Sehingga harga lahan bukan 

lahhalyang membuat masyarakat Kota Baru Gowa menjadikan kebutuhan 

yang susah atau belum memiliki atas peruntukan atau kepemilikan lahan 

pemukiman maupun yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan 

b. Mata Pencaharian 

Pengaruh mata pencaharian terhadap perubahan pemanfaatan lahan 

pemukiman (jumlah pemukiman) sangat kuat dimana nilai korelasinya 

0,95. Dari  hasil pengujian statistik tersebut, mata pencaharian untuk 

keberadaan perubahan pemanfaatan lahan pemukiman di Kota BaruGowa 



 

 

 

merupakan hal penting yang harus di perhatikan dimana kebutuhan 

masyarakat tergantung dari mata pencarian itu sendiri. Sehingga 

pengadaan perubahan pemanfaatan lahan pemukiman haruslah diikuti 

dengan melihat mata pencarian masyarakat untuk tidak menyebabkan 

terjadinya kemiskinan maupun keuntungan ekonomibagipihak-pihakyang 

mata pencaharian jelas. 

c. Harga Lahan 

Pengaruh harga lahan terhadap perubahan pemanfaatan lahan pemukiman 

(jumlah pemukiman) sangat kuat dimana nilai korelasi adalah 0,96, harga 

lahan di Kota Baru Gowa sangat memberatkan seperti kepemilikan 

maupun pembeliannya karena adanya tingkatan-tingkatan harga. Maka 

dari itu perubahan pemanfaatan lahan pemukiman, pemerintah berperan 

penting untuk mengatur agar  masyarakat terhindar dari hal itu. Baik 

pengaturan izin membangun pemukiman, sertifikat tanah, keberadaan 

pemukiman maupun masalah harga.  Agar masyarakat terhindar dari 

ketidakmampuan memiliki hunian maupun permasalahan tanah. 

2. Arahan pemanfaatan lahan pemukiman berdasarkan dari hasil survey 

lapangan maka,perlu dilakukan arahan pemanfaatan fasilitas pendidikan,  

arahan perubahan kawasan perdagangan dan kegiatan ekonomi, arahan 

penataan fasilitas perkantoran, arahan perubahan pemanfaatan lahan 

pemukiman, arahan pengembangan system transportasidan arahan 

penggunaan lahan konservasi. Untuk itu, tanggungjawab diberikan kepada 

semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat guna bersama-sama 



 

 

 

melaksanakan maupun bekerjasama dalam hal untuk melakukan perubahan 

pemanfaatan pemukiman yang lebih mengutamakan kepada kepentingan 

bersama atas lahan yang telah ada. 

B. Saran 

Saran-saran yang disampaikan ini berdasarkan hasil yang telah 

dibicarakan dalam laporan ini sebagai berikut: 

1. Perubahan pemanfaatan lahan terjadi diakibatkan masalah perencanaan yang 

penyebabnya antara lain kondisi alam maupun perbuatan manusia sendiri. 

Untuk itu, masyarakat maupun pemerintah perlu bekerjasama dalam hal 

perencanaan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan bersama pula. 

2. Pemukiman adalah sesuatu yang dijadikan sebagai kebutuhan yang harus ada 

dalam keluarga guna sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat 

kehidupan sehari-hari. Maka dari itu masyarakat harus memiliki izin 

pembangunan rumahnya dan memiliki sertifikat untuk tidak menimbulkan 

berbagai masalah yang  tidak diinginkan. 

3. Pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam pengadaan maupun 

izin yang akan diberikan untuk pembangunan pemukiman maka pemerintah 

jangan hanya memberi izin namun lebih melihat keaturan-aturan yang telah 

ditetapkan agar kesesuaian pembangunan tidak mengakibatkan masalah. 
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Lampiran 1 

 

DATA PENELITIAN 

 

 

 

Tahun 
Jumlah 

Pemukiman 

Jumlah 

Penduduk 

Mata 

Pencaharian 
Harga Lahan 

2017 212 8.092 370 100.000 

2018 212 8.107 395 100.000 

2019 221 8.126 419 150.000 

2020 237 8.159 449 175.000 

2021 237 8.198 468 175.000 

Jumlah 1.119 40.682 2.098 700.000 

 

 Korelasi Jumlah Penduduk - Jumlah Pemukiman    

      

      

Tahun X Y XY X^2 Y^2 

2017 8,092 212 1,715,504 65,480,464 44,944 

2018 8,107 212 1,718,684 65,723,449 44,944 

2019 8,126 221 1,795,846 66,031,876 48,841 

2020 8,159 237 1,933,683 66,569,281 56,169 

2021 8,198 237 1,942,926 67,207,204 56,169 

Jumlah 40,682 1,119 9,106,643 331,012,274 251,067 

 

 

Korelasi Mata Pencaharian - Jumlah Pemukiman    

      

      

Tahun X Y XY X^2 Y^2 

2017 370 212 78,440 136,900 44,944 

2018 395 212 83,740 156,025 44,944 

2019 419 221 92,599 175,561 48,841 

2020 449 237 106,413 201,601 56,169 

2021 468 237 110,916 219,024 56,169 

Jumlah 2,101 1,119 472,108 889,111 251,067 

 



 

 

 

 

 

 

Korelasi Harga Lahan - Jumlah Pemukiman    

      

      

Tahun X Y XY X^2 Y^2 

2017 100,000 212 21,200,000 10,000,000,000 44,944 

2018 100,000 212 21,200,000 10,000,000,000 44,944 

2019 150,000 221 33,150,000 22,500,000,000 48,841 

2020 175,000 237 41,475,000 30,625,000,000 56,169 

2021 175,000 237 41,475,000 30,625,000,000 56,169 

Jumlah 700,000 1,119 158,500,000 103,750,000,000 251,067 

 



 

 

 

Lampiran 2 

 

ANALISIS KORELASI 

 

 

r = 

 

  
−•−

−

2222 )()( yynxxn

yxxyn
 

 

 

Hasil analisis korelasi masing-masing variabel sebagai berikut: 

 

1. Korelasi antara Jumlah Pemukiman dengan Tingkat Jumlah Penduduk: 

 

rxy = 
)161.252.1(067.2515)124.025.655.1(274.012.3315

119.1682.40643.106.95

−•−

−
 

 

  =
174.3246.36

158.523.45215.533.45

•

−
 

 

  = 
56190

057.10


 

 

 = 
726.10

057.10
 

 

 = 0,94 

 

2. Korelasi antara Jumlah Pemukiman dengan Mata pencaharian: 

 

rxy = 
)161.252.1(067.2515)201.414.4(111.8895

119.1101.2108.4725

−•−

−
 

 

  =
174.3354.31

019.351.2540.360.2

•

−
 

 

  = 
56177

521.9


 

 

 = 
976.9

521.9
 

 

 = 0,95 

 

 



 

 

 

3. Korelasi antara Jumlah Pemukiman dengan Harga Lahan: 

 

rxy = 

)161.252.1(067.2515)000.000.000.490(000.000.750.1035

119.1000.700000.500.1585

−•−

−
 

 

  =
174.3000.000.750.28

000.300.783000.500.792

•

−
 

 

  = 
56558.169

000.200.9


 

 

 = 
617.552.9

000.200.9
 

 

 = 0,96 

 

 


	Untitled

